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 RINGKASAN
 PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN Oleh Firkan Maulana ([email protected])
 Kawasan perbatasan negara merupakan suatu wilayah yang mempunyai posisi
 strategis di dalam keberadaan suatu negara dan dinamika hubungan dengan negara tetangga.
 Kedaulatan suatu negara bisa tampak perwujudannya dalam kawasan perbatasan negara
 sebagai beranda depan negara. Di kawasan perbatasan suatu negara tersimpan hal-hal strategis
 berupa tapal batas wilayah kedaulatan, pertahanan dan keamanan serta pemanfaatan dan
 pengelolaan segala sumberdaya untuk pembangunan.
 Keberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan akan sangat bergantung pada
 kebijakan yang menjadi landasan bagi perencanaan program-program pembangunan tersebut.
 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 saat ini
 telah berakhir. Untuk meneruskan kesinambungan pembangunan perlu disiapkan penyusunan
 RPJMN II tahun 2010-2014 yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk itu diperlukan adanya
 paper tentang latar belakang kajian (background study) sebagai masukan dalam penyusunan
 RPJMN II tahun 2010- 2014 tentang kawasan perbatasan.
 Tujuan penulisan paper ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renana
 Pembangungan Jangka Menengahn Nasional (RPJMN) II tahun 2010-2014 terkait dengan
 perumusan arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas, sasaran dan indikator kinerja di
 kawasan perbatasan. Sedangkan sasaran penulisan paper ini adalah (1) Membahas pengertian,
 tipologi, karakteristik dan kondisi umum kawasan perbatasan, (2) Meninjau arah kebijakan
 dan program prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan dalam RPJMN
 2005 – 2009, (3) Menganalisa kecenderungan perkembangan pembangunan kawasan
 perbatasan berupa isu-isu pengembangan wilayah dan persoalan pembangunan, (4)
 Menetapkan kerangka pengembangan wilayah di kawasan perbatasan, dan (5) Merumuskan
 masukan arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas, sasaran dan indikator kinerja
 pembangunan di kawasan perbatasan serta mengarahkan lokasi untuk penerapan kerangka.
 Paper ini menyatakan bahwa pembangunan perbatasan tahun 2004-2009 telah
 menampakkan pencapaian yang menggembirakan dan perlu dipertajam dalam pelaksanaan
 pembangunan 2010-2014. Walaupun kawasan perbatasan berada dalam posisi sebagai
 wilayah yang berbatasan dengan wilayah negara tetangga dan terpencil posisi geografisnya,
 bukan berarti kegiatan pembangunan harus “dibatasi” di kawasan tersebut. Dengan demikian,
 pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan periode lima tahun ke depan, harus fokus pada
 pengembangan wilayah di kawasan perbatasan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.
 Paper ini memberikan rekomendasi berupa masukan-masukan untuk perumusan arah
 kebijakan, strategi, fokus prioritas dan kegiatan prioritas serta indikator dalam rangka
 penyusunan RPJMN II 2010-2014 bidang kawasan perbatasan. Paper ini dilengkapi pula
 dengan lampiran penetapan kriteria dan penilaian lokasi untuk penyusunan daftar lokasi
 prioritas di kawasan perbatasan serta lampiran yang berisi masukan-masukan untuk penetapan
 indikator pembangunan di kawasan perbatasan dalam draft Matriks Prioritas RPJMN 2010-
 2014.
 mailto:[email protected]
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 BAB 1: PENDAHULUAN
 1.1 Latar Belakang Kawasan perbatasan negara merupakan suatu wilayah yang mempunyai posisi
 strategis di dalam keberadaan suatu negara dan dinamika hubungan dengan negara tetangga.
 Kedaulatan suatu negara bisa tampak perwujudannya dalam kawasan perbatasan negara
 sebagai beranda depan negara. Di kawasan perbatasan suatu negara tersimpan hal-hal strategis
 berupa tapal batas wilayah kedaulatan, pertahanan dan keamanan serta pemanfaatan dan
 pengelolaan segala sumberdaya untuk pembangunan.
 Selama ini kawasan perbatasan selalu ditempatkan sebagai “halaman belakang negara”
 sehingga pelaksanaan aktivitas pembangunan cenderung lambat. Kawasan perbatasan
 sebagian besar tergolong sebagai daerah-daerah yang tertinggal pembangunannya. Sebagai
 contoh, kawasan perbatasan memiliki keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung
 aktivitas kehidupan masyarakat, misalnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan,
 ekonomi, transportasi, informasi dan komunikasi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat
 kesejahteraan hidup masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
 Walaupun kawasan perbatasan berada dalam posisi sebagai wilayah yang berbatasan
 dengan wilayah negara tetangga dan terpencil posisi geografisnya, bukan berarti kegiatan
 pembangunan harus “dibatasi” di kawasan tersebut. Secara garis besar terdapat tiga isu utama
 pembangunan di kawasan perbatasan, yaitu : (1) Penetapan garis batas baik darat maupun
 laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan, dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan.
 Keberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan akan sangat bergantung pada
 kebijakan yang menjadi landasan bagi perencanaan program-program pembangunan tersebut.
 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 saat ini
 telah berakhir. Untuk meneruskan kesinambungan pembangunan perlu disiapkan penyusunan
 RPJMN II tahun 2010-2014 yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk itu diperlukan adanya
 paper tentang latar belakang kajian (background study) sebagai masukan dalam penyusunan
 RPJMN II tahun 2010- 2014 tentang kawasan perbatasan.
 1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan penulisan paper ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana
 Pembangungan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II tahun 2010-2014 terkait dengan
 perumusan arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas, sasaran dan indikator kinerja di
 kawasan perbatasan.
 Sedangkan sasaran penulisan paper ini adalah :
 1. Membahas pengertian, karakteristik dan kondisi umum kawasan perbatasan
 2. Meninjau arah kebijakan dan program prioritas dalam pelaksanaan pembangunan
 kawasan perbatasan dalam RPJMN 2005 – 2009
 3. Menganalisa kecenderungan perkembangan pembangunan kawasan perbatasan berupa
 isu-isu pengembangan wilayah dan persoalan pembangunan
 4. Menetapkan kerangka pengembangan wilayah di kawasan perbatasan
 5. Merumuskan masukan arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas, sasaran dan
 indikator kinerja pembangunan di kawasan perbatasan
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 1.3 Manfaat Paper ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi perumusan arah kebijakan, fokus
 dan kegiatan prioritas, sasaran dan indikator kinerja dalam rangka penyusunan Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II 2010-2014 di kawasan perbatasan.
 1.4 Ruang Lingkup Materi Ruang lingkup materi yang dibahas dalam paper ini meliputi :
 1. Pengertian, tipologi, karakteristik dan kondisi umum kawasan perbatasan
 2. Tinjauan arah kebijakan dan program prioritas dalam pelaksanaan pembangunan
 kawasan perbatasan dalam RPJMN 2005–2009
 3. Isu-isu pengembangan wilayah dan persoalan pembangunan kawasan perbatasan
 4. Kerangka pengembangan wilayah di kawasan perbatasan
 5. Rekomendasi sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMN II 2010 - 2014
 1.5 Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan dalam paper ini terbagi dalam enam bab, yaitu sebagai berikut
 :
 Bab 1 PENDAHULUAN
 Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat, ruang
 lingkup materi, kerangka berpikir dan sistematika pembahasan
 Bab 2 PENGERTIAN, KARAKTERISTIK DAN KONDISI UMUM
 KAWASAN PERBATASAN
 Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian, karakteristik dan kondisi-kondisi umum yang
 terdapat di kawasan perbatasan
 Bab 3 KAWASAN PERBATASAN DALAM TINJAUAN RPJMN I 2004 - 2009
 (KEBIJAKAN & PENCAPAIAN)
 Bab ini mengulas tentang dasar kebijakan dan program di kawasan perbatasan dalam
 RPJMN 1 2004 -2009 beserta implementasinya selama 5 (lima) tahun
 Bab 4 ISU PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PERSOALAN PEMBANGUNAN
 DI KAWASAN PERBATASAN
 Bab ini menguraikan tentang isu-isu pengembangan wilayah dan persoalan pembangunan di
 kawasan perbatasan
 Bab 5 KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
 Bab ini membahas tentang kerangka pengembangan wilayah yang bisa menjadi dasar untuk
 pembangunan berbasis pendekatan sektoral dan regional dalam penyusunan RPJMN
 2010 - 2014
 Bab 6 REKOMENDASI UNTUK RPJMN II 2010 - 2014
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 Bab ini memberikan masukan memberikan masukan bagi perumusan arah kebijakan, fokus
 dan kegiatan prioritas, sasaran dan indikator kinerja dalam rangka penyusunan Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II di kawasan perbatasan.
 1.6 Kerangka Pemikiran
 Analisa Kondisi Eksisting
 Kerangka Pengembangan
 Wilayah
 Rekomendasi untuk RPJMN
 II 2010-2014 :
 Arah kebijakan
 Strategi
 Fokus prioritas
 Kegiatan prioritas
 Indikator
 Tinjauan RPJMN I
 2004-2009
 Isu Pengembangan Wilayah
 dan
 Persoalan Pembangunan
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 BAB 2: PENGERTIAN, KARAKTERISTIK DAN KONDISI UMUM KAWASAN PERBATASAN
 2.1 Pengertian Kawasan perbatasan dicirikan oleh adanya batas-batas yang jelas berdasarkan adanya
 kesamaan unsur pengikat, dalam hal ini yaitu batas wilayah negara. Dalam hal ini, batas
 diartikan sebagai tanda pemisah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, baik berupa
 tanda alamiah maupun tanda buatan. Tanda alamiah bisa berupa sungai, gunung, bukit dan
 sebagainya. Tanda buatan bisa berupa patok atau tugu.
 Dari sejarahnya, perbatasan sebuah negara (state’s border) mulai diperkenalkan
 bersamaan dengan munculnya konsep negara modern di Eropa sejak abad 18. Perbatasan
 sebuah negara dipahami sebagai sebuah ruang geografis yang sejak awal telah menjadi
 perebutan kekuasaan antar negara, yang terutama ditandai oleh adanya perseteruan untuk
 memperluas wilayah kekuasaan. Riwayat lahirnya kawasan perbatasan sangat terkait dengan
 sejarah kelahiran sebuah negara-bangsa (nation-state) sebagai bentuk negara modern yang
 berkembang seiring dengan munculnya nasionalisme bangsa (ethnic nationalism) dan
 identitas nasional (national identity).
 Oleh karena itu, luasan kawasan perbatasan sangat ditentukan oleh luas wilayah suatu
 negara. Sebagaimana dituturkan oleh Djalal (2007), menyatakan bahwa perubahan luas
 wilayah suatu negara dapat terjadi melalui perubahan alami (accretion), penjualan atau
 pembelian wilayah (purhaces), peperangan (conquest), penemuan (discoveries), bubarnya
 negara (succession) dan penggabungan negara (federation/integration). Semua itu bisa terjadi
 karena pengaruh adanya perkembangan hukum internasional (eksternal) atau perkembangan
 kondisi politis, ekonomi dan sosio-kultural (internal).
 Saat awal pertama kali munculnya sebuah negara bangsa, kelahirannya lebih banyak
 dipengaruhi oleh kesamaan identitas sebagai “negara etnis.” Namun perkembangan
 selanjutnya menunjukkan sebuah “kesamaan cita-cita” lebih kuat sebagai dasar dari eksistensi
 sebuah negara. Tak jarang berbagai etnis bergabung dalam sebuah negara-bangsa karena
 mempunyai kesamaan cita-cita (contohnya Indonesia). Dalam konteks ini, batas sebuah
 negara memperlihatkan kompleksitas yaitu bahwa batas negara tidak hanya membelah
 etnisitas yang berbeda. Batas sebuah negara bahkan membagi etnis yang sama karena
 terjadinya perjalanan sejarah bangsa berbeda yang dialami oleh warga etnis yang sama.
 Keberadaan kawasan perbatasan mempunyai posisi yang strategis dan sensitif di
 dalam dinamika hubungan antar negara dan juga proses pembangunan suatu negara.
 Hubungan antar negara selalu diwarnai dinamika positif dan negatif. Dinamika positif telah
 terbangun sebagai akibat adanya hubungan etnis dan kekerabatan. Sedang dinamika negatif
 bisa muncul salah satunya ketika tidak adanya kesepakatan batas wilayah negara. Sehingga
 penetapan batas wilayah antar negara perlu diatur dengan jelas dan cermat karena bisa
 memunculkan sengketa.
 Bila dikaitkan dengan perspektif ruang, maka salah satu penyebab utama dari
 munculnya sengketa tersebut adalah kebutuhan ruang dalam proses pembangunan. Ruang-
 ruang tertentu yang meliputi wilayah dan kawasan akan selalu dibutuhkan manusia dalam
 proses pembangunan. Selain menempati dan bertempat tinggal di suatu ruang, manusia akan
 selalu berusaha memanfaatkan potensi-potensi sumberdaya alam dan lingkungan di ruang
 tersebut yang bisa dipergunakan manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.
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 Oleh karena itu, kawasan perbatasan Indonesia yang mempunyai bentang alam yang
 luas di daratan dan lautan, perlu ditetapkan adanya batas-batas wilayah negara yang jelas.
 Batas wilayah negara ini sangat penting diperhatikan keberadaannya terkait dengan
 kedaulatan suatu negara di dalam pergaulan hubungan internasional antar negara. Suatu
 negara akan diakui kedaulatannya oleh dunia internasional karena mempunyai wilayah
 negara, baik wilayah daratan dan atau wilayah lautan.
 Peraturan perundangan telah menetapkan batasan pengertian dari kawasan perbatasan.
 Sebagai contoh, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang telah
 menetapkan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar sebagai kawasan strategis
 nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, sehingga penataan ruangnya
 diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
 kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara.
 Selanjutnya pengertian kawasan perbatasan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah
 No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bahwa yang
 dimaksud dengan ”kawasan perbatasan negara” adalah :
 ”Wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara
 tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan
 kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar” (Penjelasan Peraturan Pemerintah No.
 26 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1)”
 Pengertian kawasan perbatasan makin dipertajam lagi dalam Undang-Undang No 43
 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan ruang lingkup pengertian kawasan
 perbatasan yang lebih spesifik, yaitu bahwa Kawasan Perbatasan adalah :
 ”Bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia
 dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di
 Kecamatan”.
 Berdasarkan uraian di atas, maka kawasan perbatasan merupakan: “suatu wilayah
 yang menempati posisi geografis tertentu yang berhadapan dan atau yang mempunyai areal
 geografis dengan batas tertentu dengan wilayah negara tetangga, di mana penduduk yang
 bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya
 dalam cakupan wilayah administrasi tertentu setelah ada kesepakatan negara yang
 berbatasan.”
 2.2 Karakteristik Kawasan perbatasan Indonesia menempati bentang alam yang luas dan bervariasi.
 Kawasan perbatasan Indonesia yang berada di wilayah daratan (continent) terdapat di pulau
 besar seperti Pulau Kalimantan, Pulau Papua dan Pulau Timor .Selebihnya kawasan
 perbatasan Indonesia lebih banyak menempati wilayah perairan laut (maritime) yang juga
 mencakup gugusan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar.
 Untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di
 kawasan perbatasan di Indonesia, maka sangat perlu sekali untuk mengenali kawasan
 perbatasan berdasarkan karakteristiknya. Kawasan perbatasan daratan Indonesia mempunyai
 kondisi yang bervariasi satu sama lain. Demikian halnya juga dengan kondisi perbatasan laut
 mempunyai keanekaragaman tipe di seluruh wilayah Indonesia.
 Tipe-tipe wilayah yang umumnya berada di kawasan perbatasan darat adalah :
 1. Mayoritas desa-desa terletak di pedalaman dengan lokasi pemukiman sebagian besar
 berada di dataran rendah dan sebagian kecil berada di dataran tinggi pebukitan
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 (umumnya berada di sekitar kawasan hutan) yang mengakibatkan akses antar desa
 atau ke kota kecil terdekat menjadi tidak mudah.
 2. Desa-desa tersebut tergolong desa tertinggal yang mengandalkan pada potensi sektor
 pertanian, peternakan dan perkebunan untuk kehidupan masyarakatnya dan sebagian
 kecil desa-desa tersebut melakukan pula aktivitas perdagangan.
 3. Desa-desa tersebut penduduknya masih jarang dengan tingkat penyebaran penduduk
 yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang masih rendah.
 4. Penduduk yang bermukim di desa-desa di kawasan perbatasan umumnya masih
 mempunyai hubungan kekerabatan etnis dengan penduduk yang tinggal di desa-desa
 perbatasan negara tetangga
 5. Selain desa, terdapat pula kota-kota besar di dekat perbatasan seperti Kota Jayapura
 dan Kota Atambua, yang bisa menjadi pusat pelayanan wilayah sekitarnya
 Sedangkan tipe-tipe wilayah yang umumnya berada di kawasan perbatasan laut dan
 pulau-pulau kecil adalah :
 1. Mayoritas desa-desa yang terletak di pesisir pada pulau-pulau kecil berada pada posisi
 yang berjauhan dengan pulau induknya. Namun ada juga yang mengumpul berdekatan
 dengan pulau induknya, seperti pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Riau yang
 jaraknya dekat dengan Pulau Sumatera.
 2. Desa-desa pesisir tersebut umumnya adalah desa nelayan dan sebagian kecil
 mengandalkan pada aktivitas perdagangan dengan daerah lain, contohnya adalah desa-
 desa yang ada di Pulau Sebatik dan Nunukan.
 3. Namun ada juga kota-kota di pulau kecil tersebut yang beraktivitas pada sektor
 ekonomi seperti jasa, perdagangan dan industri yaitu Kota Batam. Sedangkan Kota
 Sabang adalah tipikal kota perbatasan yang dulunya ramai sebagai kota perdagangan
 karena dilintasi oleh jalur pelayaran internasional.
 4. Penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil umumnya masih sedikit dan kadang tak
 berpenghuni terkecuali penduduk yang tinggal di Pulau Batam dan Pulau Sebatik
 jumlahnya sudah banyak.
 5. Penduduk yang bermukim di desa-desa pesisir pada pulau-pulau kecil terluar, juga
 mempunyai hubungan kekerabatan etnis dengan penduduk sebelah di negara tetangga
 Berdasarkan tipologi yang telah diuraikan diatas, maka bisa ditarik suatu kesimpulan
 tentang karakteristik yang umumnya dijumpai pada daerah-daerah yang berada di
 kawasan perbatasan (baik darat atau laut) yang dapat dijadikan acuan dan atau kriteria
 dalam perumusan lokasi pengembangan kawasan perbatasan, yaitu :
 1. Aspek Geografis-Morfologis, aspek ini terkait dengan kondisi fisik dari daerah-daerah
 yang ada di kawasan perbatasan. Aspek-aspek ini bisa dilihat dalam beberapa hal yaitu
 (1) bentuk lahan yang datar, bergelombang, berbukit dan bergunung serta pesisir, (2)
 penggunaan lahan, (3) iklim, (4) sumber daya alam, (5) Kedekatan jarak dengan pusat
 pemerintahan serta pusat pelayanan, dan sebagainya.
 2. Aspek Demografis, aspek ini terkait dengan kondisi kependudukan yang bisa diamati
 pada jumlah dan kepadatan penduduk. Hal ini untuk melihat batasan minimal jumlah
 penduduk, yaitu bilamana jumlah dan kepadatan penduduk tinggi maka karakter suatu
 wilayah mendekati kota, sedangkan jika jumlah dan kepadatan rendah maka karakter
 suatu daerah mendekati wilayah berbentuk desa.

Page 12
                        

11
 3. Aspek Fasilitas dan Aksesibilitas, aspek ini terkait dengan ketersediaan sarana dan
 prasarana yang ada di daerah-daerah di kawasan perbatasan serta aksesibilitas
 masyarakat untuk bisa mencapai dan memanfaatkan pusat-pusat pelayanan yang ada.
 4. Aspek Fungsi Wilayah, aspek ini untuk melihat keberadaan daerah-daerah dalam
 kawasan perbatasan secara keruangan (spasial) pada tingkatan mikro-meso-makro.,
 yaitu terdiri dari (1) wilayah fungsional/wilayah heterogren/wilayah Nodal, dengan
 ciri adanya aneka ragam fungsi dan kegiatan dalam suatu sub wilayah yang
 melahirkan hubungan fungsional satu daerah dengan daerah lainnya (dalam bentuk
 interaksi (ketergantungan dan atau saling bergantung) antar sub wilayah yang berbeda
 potensi sumberdayanya, (2) wilayah non fungsional/wilayah homogen, yang dicirikan
 dengan kegiatan yang relatif sama dan hubungan fungsional tidak menyebabkan
 adanya interaksi (ketergantungan dan atau saling bergantung) antar sub wilayah yang
 berbeda potensi sumberdayanya
 5. Aspek Sosio-Historis, aspek ini untuk melihat pola-pola hubungan yang terjadi di
 antara penduduk yang tinggal di desa-desa pada kawasan perbatasan dengan penduduk
 di kawasan perbatasan negara tetangga. Aspek ini ditandai adanya; (1) kekerabatan
 atas dasar kesamaan etnis dan perkawinan, (2) hubungan sosial ekonomi yang sudah
 terjalin sejak jaman dulu
 6. Aspek Pertahanan dan Keamanan (Hankam), aspek ini menilai kestrategisan kawasan
 perbatasan dari sudut pandang hankam. Sisi keamanan meliputi ketertiban, keamanan
 dan penegakan hukum yang terdapat di kawasan perbatasan. Sisi pertahanan meliputi
 penyelenggaraan aktivitas pertahanan untuk menjaga dan mengamankan kedaulatan
 wilayah negara dari berbagai aktivitas kejahatan.
 2.3 Kondisi Umum Setiap kawasan perbatasan (baik di laut dan darat) memiliki karateristik masing-
 masing serta potensi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Potensi yang dimiliki oleh
 wilayah perbatasan yang bernilai ekonomis cukup besar adalah potensi sumberdaya alam
 (lahan untuk pertanian dan perkebunan, hutan, tambang dan mineral serta perikanan dan
 kelautan) yang terbentang di sepanjang dan sekitar kawasan perbatasan, namun sebagian besar
 dari potensi sumberdaya alam tersebut belum dikelola secara optimal. Hal ini terkait dengan
 terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang menghuni daerah-daerah di
 sekitar kawasan perbatasan. Selain itu berhubungan pula dengan sumbedaya buatan berupa
 sarana dan prasarana untuk mengolah sumberdaya alam tadi.
 2.3.1 Kawasan Perbatasan Laut Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.499 pulau
 dan luas wilayah perairan laut mencapai 5,8 juta km2, serta panjang garis pantai yang
 mencapai 81.900 km. Kawasan perbatasan laut Indonesia ini sangat panjang dan meliputi
 pulau-pulau kecil terluar yang membentang dari Aceh hingga Papua. Wilayah perairan laut
 Indonesia (termasuk pulau-pulau kecil terluar) berbatasan dengan 10 wilayah negara tetangga
 yaitu Malaysia, Papua New Guinea (PNG), Timor Leste, Australia, Filipina, Republik Palau,
 India, Singapura, Vietnam dan Thailand.
 Kondisi perbatasan laut yang terdiri dari wilayah perairan yang berbatasan dengan
 wilayah negara lain termasuk 92 pulau-pulau kecil terluar sebagai lokasi titik pangkal hingga
 saat ini masih memerlukan perhatian khusus. Masih banyak segmen garis-garis batas wilayah
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 di laut yang belum disepakati antara Indonesia dengan negara tetangga, baik Batas Landas
 Kontinen (BLK), Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Tambahan (BZT) maupun Batas
 Zona Ekonomi Eklusif (ZEE). Hal ini berpotensi menjadi akar sengketa ekonomi dan
 kedauluatan dengan negara tetangga jika tidak dikelola dengan baik.
 Penegasan batas wilayah negara di laut ini, ditentukan melalui perwujudan angka
 koordinat geografi yang digambar di atas peta laut, yang dihasilkan dari kesepakatan bersama
 melalui perundingan bilateral. BLT berhubungan dengan kepastian garis batas wilayah
 kedaulatan negara di laut. BLK berhubungan dengan hak atas pemanfaatan sumber daya alam
 non hayati di dasar laut, BZEE berhubungan dengan hak atas pemanfaatan sumber daya
 kelautan. BZT terkait dengan batas di luar laut teritorial terkait dengan adanya hak-hak
 berdaulat dan kewenangan tertentu untuk mencegah pelanggaran dan menjamin pelaksanaan
 hukum terhadap aturan-aturan di bidang bea cukai, fiskal, karantina kesehatan dan imigrasi di
 dalam wilayah teritorial.
 Perairan laut di Indonesia telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, sebagai
 area pertambangan lepas pantai (minyak dan gas), jalur transportasi laut (nasional dan
 internasional), jalur kabel komunikasi, jalur pipa bawah air, perikanan tangkap, perikanan
 budi daya pesisir, wisata bahari, area konservasi dan sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia
 sebagai negara yang mengelola laut dan perairan laut nusantara yang menghubungkan antar
 laut secara global, perlu secara serius memperhatikan semua aspek pemanfaatan ini secara
 berkelanjutan.
 Permasalahan umum yang terjadi di kawasan perbatasan laut adalah sering terjadinya
 pencurian ikan (illegal fisihing), penyelundupan barang dan orang, pembajakan dan
 perompakan. Sedang masalah yang terkait dengan pulau-pulau kecil terluar adalah masalah
 keterpencilan dengan aksesibilitas yang rendah serta tidak memiliki infrastruktur yang
 memadai. Juga didapati masalah seperti abrasi pantai, rusaknya terumbu karang,
 penambangan pasir serta hancurnya hutan mangrove.
 2.3.2 Kawasan Perbatasan Darat Kawasan perbatasan darat Indonesia terdapat di tiga pulau yaitu Pulau Kalimantan,
 Papua dan Timor. Di Pulau Kalimantan, daerah yang memiliki perbatasan darat Indonesia
 berbatasan dengan Malaysia ialah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di Pulau
 Papua, hanya Provinsi Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang berbatasan dengan
 Papua New Guinea (PNG). Sedangkan di Pulau Timor, terdapat Provinsi Nusa Tenggara
 Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Pada bagian ini akan disoroti
 kondisi umum kawasan perbatasan yang terdapat di masing-masing pulau tersebut.
 2.3.2.1 Perbatasan Darat di Kalimantan
 Pulau Kalimantan mempunyai kawasan perbatasan di 2 provinsi yaitu Kalimantan
 Barat (5 kabupaten) dan Kalimantan Timur (3 kabupaten) yang berbatasan dengan Sarawak
 dan Sabah - Malaysia. Kabupaten di Kalimantan Barat terdiri dari Sanggau, Kapuas Hulu,
 Sambas, Sintang dan Bengkayang. Panjang garis perbatasan Kalimantan Barat dengan
 Sarawak adalah 847,3 kilometer yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan. Pos lintas batas
 terdapat di Entikong dan Nanga Badau.
 Sedang kabupaten yang terdapat di kawasan perbatasan Kalimantan Timur terdiri dari
 Nunukan, Kutai Barat, dan Malinau sepanjang 1.038 kilometer dan melintasi 11 kecamatan
 serta 319 desa. Khusus di Kabupaten Nunukan terdapat sebuah pulau yang termasuk pulau
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 kecil terluar yaitu Pulau Sebatik yang berpenduduk 26.400 jiwa yang wilayahnya terbelah
 menjadi dua, sebagian masuk wilayah Indonesia dan sebagian lainnya masuk wilayah
 Malaysia (Sabah). Pos lintas batas terdapat di Nunukan.
 Potensi sumberdaya alam di kawasan perbatasan di Kalimantan cukup besar dan
 bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, taman
 nasional, danau alam dan sungai seperti Kapuas dan Mahakam yang semuanya bernilai
 ekonomis tinggi serta sumberdaya laut yang ada di sepanjang perbatasan laut Kalimantan
 Timur maupun Kalimantan Barat. Beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut
 telah berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan (kelapa sawit) yang dilakukan oleh
 beberapa perusahaan swasta nasional maupun yang bekerjasama dengan perkebunan asing
 yang umumnya berasal Malaysia.
 Secara topografis, kawasan perbatasan di Kalimantan Barat berupa bukit-bukit dan
 dataran bergelombang, sedang di Kalimantan Timur berupa bukit-bukit dan pegunungan
 dengan kemiringan lahan yang terjal. Lahan yang terdapat mayoritas masih berupa kawasan
 hutan. Kondisi tersebut menyebabkan penduduk yang menghuni di kawasan perbatasan masih
 sangat jarang. Umumnya pemukiman penduduk masih belum dilengkapi dengan sarana dan
 prasarana yang memadai.
 Hampir sebagian besar penduduk kawasan perbatasan mengandalkan penghidupannya
 pada sumberdaya lahan yang ada, khususnya pada sektor pertanian. Walapun terjadi aktivitas
 perdagangan, namun skalanya masih kecil karena hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan
 hidup sehari-hari rumah tangga saja. Aktivitas perdagangan ini sudah terjalin sejak lama yang
 dilatarbelakangi pula oleh adanya kesamaan hubungan etnis dengan penduduk perbatasan
 negara tetangga, yaitu Dayak dan Melayu.
 Adapun permasalahan yang mencuat di kawasan perbatasan Kalimantan berupa
 pencurian kayu atau penebangan kayu liar (illegal logging). Kegiatan ini merugikan negara
 secara ekonomi karena seharusnya potensi hutan bisa mendatangkan devisa. Selain itu,
 kualitas lingkungan pun menjadi menurun seperti sering terjadi banjir, lahan terlantar atau
 erosi tanah sebagai akibat hancurnya kawasan hutan. Permasalahan lainnya adalah terjadinya
 penyelundupan tenaga kerja illegal ke Malaysia.
 2.3.2.2 Perbatasan Darat di Papua
 Kawasan perbatasan di Papua terletak di lima kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura,
 Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan
 Kabupaten Merauke serta mencakup 23 wilayah kecamatan (distrik). Untuk melintas ke
 Papua Nugini terdapat pos perbatasan resmi yang hanya terdapat di Skouw, Distrik Muara
 Tami (Kota Jayapura) dan di Distrik Sota (Kabupaten Merauke).
 Kawasan perbatasan antara Indonesia dan PNG di Papua memanjang dari Skouw,
 Kota Jayapura di sebelah utara hingga ke muara Sungai Bensbach, Kabupaten Merauke di
 sebelah Selatan dengan panjang garis sekitar 760 kilometer. Kawasan perbatasan Papua
 memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya lahan yang sangat besar berupa hutan, baik hutan
 konversi maupun hutan lindung serta taman nasional. Khusus di kawasan perbatasan sebelah
 utara dan sebelah selatan, karakter fisik wilayahnya bercirikan wilayah pesisir.
 Kawasan hutan yang terbentang di sepanjang kawasan perbatasan tersebut hampir
 seluruhnya masih belum digarap kecuali di beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai
 hutan konversi. Selain sumberdaya hutan, wilayah ini juga memiliki potensi sumberdaya air
 yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan seperti Sungai
 Memberamo dan Sungai Digul. Selain itu kandungan mineral dan logam seperti tembaga,
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 emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi tinggi masih belum dimanfaatkan secara
 optimal.
 Secara topografis, kawasan perbatasan Papua bergunung-gunung dan berbukit-bukit
 dengan kemiringan lereng yang curam. Kondisi seperti ini merupakan tantangan berat untuk
 pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat. Selama ini, transportasi wilayah di
 Papua masih mengandalkan moda angkutan udara. Bentuk topografis seperti itu
 mengakibatkan sedikitnya penduduk yang menghuni kawasan perbatasan Papua. Penduduk
 yang tinggal di sepanjang kawasan perbatasan terdiri dari berbagai macam etnis suku bangsa
 misalkan Suku Skou, Retto, Nali, Lomo, Manem, Ngalum, Marind dan sebagainya. Secara
 kekerabatan, sebagian etnis tersebut mempunyai pertalian kekerabatan dengan suku-suku
 yang tinggal di Papua Nugini.
 Sebagaimana di daerah lainnya kondisi masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan
 Papua ini sebagian besar masih tertinggal dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Secara
 umum, mata pencaharian penduduk adalah berladang seperti pisang, ubi kayu, talas, jagung
 dan umbi-umbian. Masyarakat juga menanam pohon sagu dan Pinang. Sebagian yang tinggal
 di wilayah pesisir, mata pencaharia penduduknya adalah nelayan. Selain itu, pada umumnya
 masyarakat Papua melakukan aktivitas berburu, seperti babi hutan dan rusa. Pada masyarakat
 Suku Skou yang tinggal dekat Kota Jayapura, ada sebagian masyarakatnya yang
 mengembangkan kegiatan perdagangan.
 2.3.2.3 Perbatasan Darat di Nusa Tenggara Timur (NTT)
 Kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste di NTT merupakan kawasan
 perbatasan yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang baru terbentuk dan
 sebelumnya adalah merupakan salah satu dari propinsi di Indonesia. Panjang garis perbatasan
 darat Indonesia dengan Timor Leste adalah 268,8 kilometer. Kawasan perbatasan ini terletak
 di lima kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Tengah Utara (TTU), Alor dan Rote Ndao.
 Khusus perbatasan pada wilayah enclave Oekusi yaitu perbatasan antara Oekusi – Ambeno
 wilayah Timor Leste dengan Timor Barat dimulai dari Noel Besi sampai muara sungai
 (Thalueg) dengan panjang 119,7 kilometer. Pos lintas batas resmi yang sering digunakan
 adalah di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
 Potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan perbatasan NTT masih belum banyak
 tergali. Lahan yang ada berupa pebukitan dan dataran bergelombang yang banyak ditumbuhi
 oleh rerumputan. Pengembangan pertanian di NTT kurang baik karena mayoritas lahannya
 kering dan iklim. Namun lahan kering tersebut dimanfaatkan sebagai tempat penggembalaan
 ternak dan juga sebagian ditanami pepohonan keras seperti Cendana. Sumberdaya alam
 lainnya yang ada di kawasan perbatasan adalah sumberdaya perikanan di laut.
 Secara umum kondisi kehidupan masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan masih
 miskin dengan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Sumber mata pencaharian utama
 masyarakat di wilayah ini adalah kegiatan pertanian lahan kering yang sangat tergantung pada
 hujan. Namun kondisi masyarakat di wilayah ini pada umumnya masih relatif lebih baik dari
 masyarakat Timor Leste yang tinggal di sekitar perbatasan.
 Sarana dan prasarana perhubungan darat maupun laut ke pintu perbatasan Timor Leste
 cukup baik, sehingga akses kedua pihak untuk saling berkunjung relatif mudah dan cepat.
 Kondisi jalan dari Atambua, ibukota Belu, menuju pintu perbatasan cukup baik kualitasnya,
 sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu satu setengah jam. Mobilitas penduduk
 perbatasan antar dua negara cukup terbantu dengan akses transportasi yang cukup baik
 tersebut.
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 Hal ini dapat dimengerti karena kedua daerah (NTT dan Timor Leste) sebelumnya
 merupakan dua provinsi yang bertetangga dalam satu negara. Transportasi yang cukup baik
 tersebut memudahkan masyarakat perbatasan di kedua negara untuk bisa saling berkunjung
 baik untuk kunjungan keluarga (karena adanya ikatan kekerabatan dengan rumpun bahasa
 yang sama yaitu Tetum ataupun untuk kunjungan dalam rangka hubungan ekonomi
 (perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari).
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 BAB 3: KAWASAN PERBATASAN DALAM TINJAUAN RPJMN I 2004-2009 (KEBIJAKAN & PENCAPAIAN)
 Pada bab ini diuraikan tinjauan RPJMN 1 (2004-2009) tentang kawasan perbatasan
 untuk mengetahui kebijakan dan pencapaian dalam proses pembangunan. Tinjauan ini
 menjadi penting sebagai bahan dasar acuan untuk memberikan masukan dalam perumusan
 pembangunan kawasan perbatasan dalam RPJMN II (2010-2014).
 3.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan
 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Paradigma pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia berdasarkan Undang-
 undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
 2004-2025, menyatakan adanya 5 (lima) fungsi yang menjadi dasar kebijakan, yaitu :
 1. kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” negara dan pintu gerbang internasional
 ke negara tetangga
 2. kawasan perbatasan menerapkan keserasian prinsip pembangunan kesejahteraan dan
 pertahanan keamanan
 3. pembangunan kawasan memberikan perlindungan terhadap kawasan konservasi dunia
 dan kawasan lindung nasional
 4. pengembangan ekonomi secara selektif sesuai potensi eksternal dan internal
 5. sebagai kerjasama ekonomi yang menguntungkan antar negara dengan melibatkan
 pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
 3.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan
 dalam RPJMN 1 2004 - 2009 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 telah menetapkan pengembangan wilayah
 perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional.
 Pengembangan wilayah perbatasan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009 memiliki
 tujuan untuk :
 1. Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yan
 dijamin oleh Hukum Internasional
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi,
 sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk
 berhubungan dengan negara tetangga
 Sasaran yang berkaitan dengan pengembangan wilayah perbatasan adalah terwujudnya
 percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal,
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 termasuk wilayah perbatasan dalam suatu „sistem wilayah pengembangan ekonomi‟ yang
 terintegrasi dan sinergis Arah kebijakan pengembangan wilayah dalam RPJMN 2004-2009
 adalah mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan
 pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward
 looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas
 ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan
 selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (security approach), juga diperlukan
 pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).
 Kegiatan pokok yang dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan pokok Program
 Pengembangan Wilayah Perbatasan dalam RPJMN 2004-2009 adalah :
 1. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup
 dan kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pembangunan sarana dan
 prasarana sosial dan ekonomi; (b) peningkatan kapasitas SDM; (c) pemberdayaan
 kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan; (d) peningkatan mobilisasi
 pendanaan pembangunan
 2. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama
 untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan
 pulau-pulau kecil.
 3. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-
 tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional
 4. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan
 mencegah penyelundupan barang, serta meningkatnya penyediaan fasilitas
 kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS)
 5. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan
 dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan
 sebagai pintu gerbang lintas negara
 6. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat dan penegakan supremasi hukum serta
 aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah
 perbatasan
 3.3 Pencapaian Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja
 Pembangunan Bappenas, maka secara umum pencapaian pembangunan di kawasan
 perbatasan dapat dikelompokkan atas empat aspek, yaitu : (1) peningkatan kesejahteraan
 masyarakat dan perekonomian wilayah, (2) penetapan dan penegasan garis batas negara, (3)
 fasilitasi kelancaran lintas batas orang dan barang antar negara, serta (4) penguatan wawasan
 kebangsaan/ideologi, penegakan hukum dan peningkatan upaya pertahanan keamanan.
 Berdasarkan kegiatan pokok RPJMN 2004-2009 yang telah ditetapkan, pencapaian yang
 terjadi meliputi :
 1. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup
 dan kesejahteraan masyarakat, terdiri atas : (1) Peningkatan Pembangunan Sarana dan
 prasarana sosial ekonomi, (2) Peningkatan Kapasitas SDM dan, (3) Pemberdayaan
 kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan.
 2. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama
 untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, terdiri atas : (1) Subsidi operasi
 angkutan penyeberangan perintis angkutan laut perintis dan angkutan udara perintis,
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 dan (2) Pemberian Dana Alokasi Khusus, dimana karakteristik wilayah perbatasan
 dijadiakan salah satu komponen yang diperhitungkan dalam alokasi DAK.
 3. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-
 tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional,
 4. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan
 mencegah penyelundupan barang, serta meningkatnya penyediaan fasilitas
 kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS)
 5. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan
 dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan
 sebagai pintu gerbang lintas negara
 6. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat dan penegakan supremasi hukum serta
 aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah
 perbatasan
 3.4 Kendala dalam Pencapaian Meskipun telah tercapai kemajuan dalam penanganan wilayah perbatasan namun
 demikian upaya pencapaian sasaran RPJMN 2004 - 2009 serta dalam hal implementasi arah
 kebijakan yang telah ditetapkan masih dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa
 permasalahan, antara lain :
 1. Belum ditetapkannya berbagai rancangan kebijakan untuk mendukung upaya
 pembangunan wilayah perbatasan secara terpadu yang dapat dijadikan acuan seluruh
 stakeholder, antara lain Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan serta Rencana Induk
 Penanganan Wilayah Perbatasan. Konsekuensinya, koordinasi dan sinergitas antara
 instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, maupuan kabupaten/kota dalam penanganan
 wilayah perbatasan dirasakan masih sangat lemah.
 2. Terbatasnya anggaran pembangunan, dimana meskipun terjadi peningkatan alokasi
 DAK, DAU, dan DBH, namun belum cukup memadai untuk mempercepat
 pembangunan wilayah perbatasan maupun peningkatan keamanan di wilayah tersebut
 3. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi yang
 menghubungkan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sehingga
 menghambat upaya pembangunan
 4. Masih rendahnya kualitas SDM dan belum optimalnya pengembangan potensi, baik
 SDM, SDA, dan kelembagaan.
 5. Belum optimalnya upaya pelibatan sektor swasta dan dunia usaha, lembaga non
 pemerintah, dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah perbatasam.
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 BAB 4: ISU PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PERSOALAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN
 Pada bagian ini akan diuraikan tentang isu-isu pengembangan wilayah dan persoalan
 pembangunan di kawasan perbatasan. Adanya pemahaman yang baik dan benar tentang isu
 pengembangan wilayah dan persoalan pembangunan di kawasan perbatasan akan berguna
 untuk penyusunan arah kebijakan, fokus prioritas kegiatan, sasaran, indikator dan penetapan
 program sebagai masukan bagi RPJMN 2010-2014.
 4.1. ISU PENGEMBANGAN WILAYAH DI KAWASAN PERBATASAN Isu pengembangan wilayah di kawasan perbatasan pada dasarnya dapat
 dikelompokkan menjadi dua, yaitu permasalahan yang mencakup lingkup eksternal dan
 internal. Lingkup eksternal dapat diartikan sebagai keterkaitan kawasan perbatasan dengan
 negara-negara tetangga dalam hubungan pergaulan internasional. Lingkup eksternal ini
 meliputi dua hal yaitu (1) Batas wilayah kedaulatan negara, dan (2) Pertahanan dan
 keamanan. Lingkup internal bisa dipahami sebagai permasalahan-permasalahan yang terjadi
 di dalam kawasan perbatasan. Lingkup internal ini pada dasarnya berbicara tentang
 pengembangan wilayah di kawasan perbatasan itu sendiri.
 4.1.1 Permasalahan Eksternal Dalam menjalin hubungan dengan negara tetangga, tentunya ada aspek-aspek yang
 perlu diperhatikan oleh Indonesia. Hal ini terkait erat dengan kondisi geo-politik dan geo-
 ekonomi dalam pergaulan internasional dengan berbagai negara, khususnya negara tetangga.
 Konstelasi geo-politik dan geo-ekonomi suatu negara akan selalu berubah dan berkembang
 setiap waktu. Konstelasi tersebut tentunya bakal mempengaruhi jalannya pelaksanaan
 pembangunan di kawasan perbatasan.
 4.1.1.1 Batas Wilayah Kedaulatan Negara
 Batas wilayah kedaulatan negara terdiri atas pembatasan satu negara dengan negara
 lain yang berbatasan dengan darat (delimitasi) dan yang berbatasan dengan luat (demarkasi).
 Penetapan batas wilayah negara ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan
 wilayah negara. Selain itu, kejelasan batas wilayah negara merupakan hal yang penting dalam
 proses pembangunan karena adanya ruang-ruang yang pasti kepemilikannya.
 Permasalahan umum yang terkait dengan penetapan batas wilayah negara ini adalah
 belum terselesaikannya kesepakatan beberapa segmen garis batas dengan negara tetangga,
 baik itu batas darat maupun batas laut. Hingga saat ini segmen perbatasan di darat dengan
 negara tetangga yang sampai saat ini yang belum terselesaikan diantaranya adalah (A) batas
 darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan sepanjang 1000 kilometer sampai saat ini
 belum tuntas dimana masih terdapat 10 permasalahan utama yang belum diselesaikan, dan (B)
 batas darat antara Indonesia dan Timor Leste terdapat di dua sektor, yaitu 1) Sektor Barat
 sepanjang 120 km dengan enklave Occusie, dan 2) Sektor Timor sepanjang 180 kilometer.
 Permasalahan batas yang perlu diprioritaskan penangananya saat ini adalah perbatasan
 laut, dimana garis batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona
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 Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagian besar masih belum disepakati bersama negara-negara
 tetangga. Adapun untuk Batas Laut Teritorial, hanya dua segmen batas laut yang belum
 disepakati yaitu batas laut RI dengan Timor Leste dan batas laut antara RI-Singapura-
 Malaysia. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dan beberapa negara tertentu
 serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan, terhadap batas negara di laut
 menyebabkan sering terjadinya pelanggaran batas.
 4.1.1.2 Pertahanan dan Keamanan
 Hubungan eksternal dengan negara tetangga dan juga pergaulan internasional
 memerlukan adanya perspektif pertahanan dan keamanan yang memberikan perlindungan
 bagi keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun permasalahan pertama yang terdapat di
 kawasan perbatasan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan adalah terbatasnya sarana
 dan prasarana keamanan untuk pengawasan terhadap situasi dan kondisi di kawasan
 perbatasan. Namun adanya keterbatasan sarana dan prasarana keamanan telah menyebabkan
 lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan di darat maupun laut dan perairan di
 sekitar pulau-pulau kecil terluar.
 Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan keadaan tidak
 aman seperti kejadian di wilayah perbatasan darat. Misalnya, aktivitas pembalakan hutan dan
 penebangan kayu secara liar (illegal logging), penyelundupan barang, penjualan manusia
 (trafficking person) dan sebagainya. Sedangkan di wilayah perbatasan laut, kerap dijumpai
 adanya pencurian ikan (illegal fishing), perompakan, pembajakan, penyelundupan barang dan
 manusia.
 Kegiatan yang melanggar hukum ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan
 masyarakat setempat, sehingga menyebabkan munculnya perilaku tak terpuji antara
 masyarakat setempat dengan oknum-oknum tertentu baik dari dalam maupun pihak negara
 tetangga untuk melakukan kegiatan liar (illegal) tesebut. Kegiatan-kegiatan liar (illegal) ini
 sangat merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusi serta
 menyebabkan kerugian ekonomi negara.
 Oleh karena itu, adanya Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas
 (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) sebagai pintu
 gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di wilayah perbatasan menjadi
 sangat penting keberadaannya. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini
 diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan
 masyarakat di wilayah negara tetangganya.
 4.1.2 Permasalahan Internal Pembangunan wilayah Indonesia pada dasarnya berlangsung di wilayah perkotaan dan
 perdesaan di seluruh kepulauan Nusantara, termasuk di kawasan perbatasan. Wilayah-wilayah
 yang ada di kawasan perbatasan dicirikan dengan adanya kawasan perkotaan (Sabang, Batam,
 Nunukan, Atambua dan Jayapura). Namun hampir mayoritas wilayah-wilayah yang ada di
 kawasan perbatasan adalah kawasan perdesaan dengan berbagai macam tipologi dan
 karakteristiknya. Idealnya, pembangunan antar wilayah perkotaan dan perdesaan di kawasan
 perbatasan bisa membentuk kesinergisan.
 Kenyataannya, keterkaitan antar kota-kota, antar kota-desa dan antar desa-desa di
 kawasan perbatasan yang terjadi saat ini belum berjalan dengan baik. Keterkaitan satu sama
 lain terlihat masih lemah dan malah hampir tidak adanya upaya saling mendukung.
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 Kebanyakan di antaranya masih berdiri sendiri dan malah ada kecenderungan timbulnya
 hubungan yang saling merugikan dengan penghisapan sumberdaya antar wilayah. Akibat
 nyata dari ini semua adalah terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah, baik daerah-
 daerah di dalam kawasan perbatasan itu sendiri maupun daerah di dalam kawasan perbatasan
 dengan daerah di luar kawasan perbatasan.
 Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang terkait dengan isu pengembangan
 wilayah di kawasan perbatasan antara lain :
 1. Banyaknya Kawasan Perbatasan yang Masih Tertinggal dalam Pembangunan
 a. Secara umum, mayoritas kondisi kawasan perbatasan masih terbelakang dan tertinggal
 dalam proses pembangunan (kecuali Kota Batam, Sabang, Nunukan, Atambua dan
 Jayapura). Padahal kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar
 mempunyai potensi sumberdaya alam yang luar biasa serta merupakan wilayah yang
 sangat strategis bagi pertahanan keamanan. Ironisnya, pembangunan di kawasan
 perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan kawasan
 perbatasan di wilayah negara tetangga.
 b. Permasalahan yang umum dihadapi dalam pengembangan wilayah di kawasan
 perbatasan adalah :
 1) akses transportasi yang masih sangat terbatas dalam menghubungkan wilayah
 tertinggal dengan wilayah yang relatif sudah berkembang dan lebih maju
 2) jumlah dan kepadatan penduduk relatif masih rendah dan tersebar di beberapa
 lokasi yang saling berjauhan karena karakteristik geografis yang beragam
 3) sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan merupakan
 masyarakat miskin dan juga terdapat pengangguran yang cukup banyak karena
 terbatasnya kesempatan kerja
 4) mayoritas wilayah-wilayah di kawasan perbatasan ini mengalami kekurangan
 sumberdaya manusia karena kurangnya pelayanan pendidikan dan kesehatan
 5) belum diprioritaskannya pembangunan di kawasan perbatasan oleh pemerintah
 daerah dan pemerintah pusat sehingga masih banyak terdapat wilayah-wilayah
 kosong tak berpenghuni yang belum digarap secara optimal
 6) terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat
 (pendidikan, kesehatan, perhubungan, perekonomian, komunikasi, air bersih,
 saluran irigasi, jaringan listrik, pelayanan pemerintahan serta pertahanan dan
 keamanan) karena terbentur masalah pendanaan yang relatif besar sebagai akibat
 lokasi geografis di pulau-pulau kecil terluar dan pedalaman yang berbukit-bukit
 7) Kondisi kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan secara umum masih berada
 dalam perangkap lingkaran kemiskinan
 8) dari sisi lingkungan, di kawasan perbatasan darat yang mempunyai sumberdaya
 hutan di pedalaman yang bergunung-gunung (Kaltim dan Kalbar) banyak terdapat
 kerusakan kawasan hutan akibat aktivitas pembalakan liar hutan (illegal logging)
 yang kayu-kayunya banyak diselundupkan ke luar negeri melalui Malaysia.
 Sedang di kawasan perbatasan laut, kerusakan lingkungan yang terjadi adalah
 tenggelamnya pulau-pulau kecil di sekitar Singapura karena pasirnya dikeruk dan
 ditambang, rusaknya terumbu-terumbu karang akibat penangkapan ikan yang tidak
 bijaksana serta berkurangnya luasan hutan bakau (mangrove)
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 9) Sementara itu, pulau-pulau kecil terluar sulit berkembang terutama karena
 lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak
 berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta sedikit atau malah
 belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintahan
 10) belum tersusunnya perangkat kelembagaan (aturan main dan lembaga) yang
 menangani pembangunan di kawasan perbatasan telah mengakibatkan penanganan
 kawasan perbatasan lebih bersifat sementara oleh komite-komite tertentu (ad hoc).
 Namun komite-komite itu pun tugasnya hanya menyangkut hubungan kerjasama
 dengan pihak negara tetangga saja.
 2. Pertumbuhan yang Tidak Merata dan Tidak Seimbang Antar Kota Besar dengan
 Kota-Kota Menengah dan Kecil
 a. Pertumbuhan kota-kota yang terletak di kawasan perbatasan menampakkan
 ketidakmerataan dan ketidakseimbangan. Kota-kota yang ada di kawasan perbatasan
 bisa dikategorisasikan sebagai berikut; (1) Kota Batam - sebagai kota besar, (2) Kota
 Jayapura - sebagai kota sedang, dan (3) Sabang, Nunukan dan Atambua - sebagai kota
 kecil. Pertumbuhan di antara kota-kota tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang
 dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang terkait keunggulan komparatif dan kompetitif
 masing-masing. Kota Batam mengalami pertumbuhan wilayah yang melesat
 dibandingkan kota lainnya. Pertumbuhan ini ditunjang oleh berbagai kebijakan
 pembangunan nasional untuk mengembangkan wilayah Kota Batam. Pertumbuhan
 Kota Jayapura lebih banyak dipicu oleh keberadaannya sebagai ibukota provinsi.
 Sedang Kota Sabang adalah kota yang menampilkan turunnya aktivitas pertumbuhan
 seiring dengan mulai tak efektifnya pemberlakukan pelabuhan bebas. Sabang juga
 adalah tipikal kota perbatasan yang mempunyai historis panjang sebagai kota
 pelabuhan yang dilintasi pelayaran internasional. Sedang Nunukan dan Atambua,
 adalah dua kota yang secara alamiah tumbuh karena adanya aktivitas penduduk sejak
 jaman dulu terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari masyarakat.
 b. Keadaan semacam ini memperlihatkan bahwa intervensi kebijakan pembangunan yang
 tepat seperti yang terjadi pada Kota Batam, bisa menimbulkan terjadinya percepatan
 pembangunan. Sebaliknya, Kota Sabang sempat mengalami kemunduran pertumbuhan
 seiring kebijakan yang membekukan aktivitas perdagangan pelabuhan bebas dan juga
 pengaruh keamanan yang tak kondusif akibat konflik bersenjata. Sedang Kota
 Jayapura, Nunukan dan Atambua boleh dikatakan adalah kota yang arah
 pertumbuhannya tidak diarahkan secara khusus.
 c. Dampak negatif yang ditimbulkan terkait kondisi ini, yaitu (1) kurang optimalnya
 fungsi ekonomi perkotaan terutama di kota-kota menengah dan kecil dalam menarik
 investasi dan tempat penciptaan lapangan pekerjaan untuk pengembangan kawasan
 perbatasan (2) tidak optimalnya peranan kota dalam memfasilitasi pengembangan
 wilayah di kawasan perbatasan, dan, (3) tidak sinerginya pengembangan peran dan
 fungsi kota-kota dalam mendukung perwujudan kerjasama dengan kota-kota
 perbatasan negara tetangga.
 2. Kesenjangan Pembangunan antara Desa dan Kota
 a. Masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya mempunyai kondisi sosial ekonomi
 yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan
 (baik yang berada di kawasan perbatasan atau di kawasan lainnya). Hal ini akibat
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 aliran investasi ekonomi oleh swasta serta pengadaan infrastruktur dan kelembagaan
 oleh pemerintah cenderung terpusat di daerah perkotaan.
 b. Kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan (baik yang berada di kawasan perbatasan atau
 di kawasan lainnya) masih banyak yang tidak saling mendukung dengan kegiatan
 ekonomi yang dikembangkan di wilayah pedesaan. Akibatnya, peran kota yang
 diharapkan dapat mendorong perkembangan pedesaan (trickling down effects), justru
 memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan yaitu lebih banyak
 menyedot sumberdaya (backwash effects).
 4. Lambatnya Perkembangan Wilayah yang Berpotensi Cepat Tumbuh
 a. Banyak wilayah-wilayah di kawasan perbatasan yang memiliki produk unggulan dan
 atau lokasi strategis tapi belum dikembangkan secara optimal Sebagai contoh adalah
 keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mayoritas mempunyai
 keunikan dan keindahan panorama alam. Keunggulan seperti ini cenderung belum
 dioptimalkan pembangunannya menjadi industri pariwisata yang bernilai tambah
 tinggi untuk pendapatan daerah dan masyarakat. Keunggulan lain dari segi produk,
 misalkan masyarakat di desa-desa pedalaman Kalimantan Timur banyak memproduksi
 barang-barang kerajinan dengan sentuhan artistik seni Dayak tapi sayangnya
 pemasaran produk masih belum menggembirakan.
 b. Sebenarnya, wilayah yang berpotensi cepat tumbuh ini dapat dikembangkan secara
 lebih optimal sebab mempunyai produk unggulan yang berdaya saing. Bila nantinya
 sudah berkembang, wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat berperan sebagai
 penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya di kawasan
 perbatasan yang miskin sumberdaya, masih terbelakang dan tertinggal.
 4.2 PERSOALAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN Setelah merumuskan isu pengembangan wilayah di kawasan perbatasan, maka sangat
 penting sekali mengidentifikasi secara lebih rinci seluk beluk persoalan pembangunan di
 kawasan perbatasan. Secara umum, persoalan pembangunan yang berhasil diidentifikasi di
 kawasan perbatasan dapat dibagi dalam beberapa bidang pembangunan yaitu Bidang Sarana
 dan Prasarana Wilayah, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Kependudukan dan
 Ketenagakerjaan, Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Bidang Ekonomi, Bidang
 Hukum dan Pertahanan-Kemanan (Hankam) serta Bidang Kelembagaan Pemerintahan.
 4.2.1 Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dilakukan untuk
 memperkuat fungsi internal dan eksternal wilayah dalam mendukung perkembangan wilayah.
 Maka seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah, pembangunan
 sarana dan prasarana di kawasan perbatasan perlu dilengkapi untuk menunjang berbagai
 aktivitas masyarakat dan pemerintahan.
 Persoalan yang menyangkut bidang sarana dan prasarana wilayah di kawasan
 perbatasan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :
 Transportasi : kondisinya masih belum layak karena serba terbatas untuk bisa
 menjangkau daerah-daerah terpencil di pedalaman serta pulau-pulau kecil terluar
 (yang jauh terpisah dari pulau induknya)
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 Komunikasi : kondisinya masih tertinggal baik untuk jaringan kabel atau jaringan
 selular sehingga penerimaan informasi menjadi rendah
 Pendidikan : kondisinya masih berada di bawah standar dalam melayani jumlah
 penduduk, terkait dengan kondisi bangunan sekolah dan kelengkapan fasilitas ajar
 mengajar serta kurangnya tenaga guru
 Kesehatan : kondisinya masih belum memadai untuk melayani masyarakat yang
 ditandai dengan kurangnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan serta pengadaan obat-
 obatan
 Listrik : kondisinya masih memprihatinkan dengan pelayanan yang masih belum bisa
 menjangkau ke pelosok-pelosok pedalaman dan pulau kecil terluar
 Pertahanan dan Keamanan (Hankam) : kondisinya masih sangat tidak memadai untuk
 menjaga luasnya kawasan perbatasan Indonesia dengan bentang alam geografis yang
 bervariasi
 4.2.2 Bidang Pendidikan Pendidikan adalah salah satu bidang pembangunan yang sangat mendasar karena
 terkait dengan penyiapan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pada
 dasarnya pembangunan pendidikan diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh
 pendidikan yang baik dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di setiap jenjang
 pendidikan. Selain itu pengembangan pendidikan juga perlu diarahkan untuk meningkatkan
 mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha.
 Dalam pengembangan pendidikan, ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian
 yaitu :
 Faktor internal yang menyangkut efektivitas proses belajar mengajar yang pada
 kenyataannya sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana belajar,
 kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, metode pengajaran serta manajemen
 pendidikan
 Faktor eksternal yang menyangkut peran orang tua, masyarakat dan pemerintah yang
 mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu
 Persoalan yang dihadapi dalam bidang pendidikan yang perlu ditangani serius, dapat
 dikelompokkan menjadi :
 A. Sarana dan prasarana
 Kekurangan sarana penunjang seperti perpustakaan, ruang serba guna, laboratorium,
 dan ruang olahraga
 Gedung-gedung sekolah perlu mendapat perbaikan dengan segera karena sebagian
 besar kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar
 Kekurangan buku-buku penunjang kelancaran proses belajar mengajar sehingga
 peserta didik kurang mendapatkan buku-buku sebagai bahan referensi
 B. Tenaga pendidik
 Kekurangan guru yang berkualitas untuk tiap mata pelajaran
 Kualitas guru belum memadai
 C. Peserta didik
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 Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan anak-anaknya.
 Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat perbatasan di pedalaman dan pulau-pulau
 kecil terluar dalam membiayai pendidikan anak-anaknya sangat rendah karena
 penghasilan yang didapat juga rendah. Sedangkan di sisi lain, pendidikan memerlukan
 biaya yang besar dan kontinu setiap waktunya, Akibatnya anak-anak usia sekolah
 sering lebih diberdayakan oleh orang tuanya untuk membantu pekerjaannya untuk
 menghasilkan uang agar perekenomian keluarga terbantu
 Kemampuan dan keterampilan siswa masih jauh dari yang diharapkan. Karena
 keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik yang kurang menyebabkan adanya
 kesenjangan kemampuan dan keterampilan
 D. Manajemen sekolah
 Pengelolaan sekolah masih belum optimal
 Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola sekolah
 E.Peran serta masyarakat
 Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan partisipasi untuk
 meningkatkan kinerja sekolah
 4.2.3 Bidang Kesehatan Pembangunan kesehatan di kawasan perbatasan harus menjadi fokus perhatian bagi
 pemerintah karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain itu, bidang
 kesehatan menjadi faktor utama untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang
 tangguh dan berkualitas. Persoalan pembangunan kesehatan sangat terkait dengan kualitas
 lingkungan (sanitasi pemukiman), pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan juga tingkat
 pendapatan masyarakat.
 Tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang rendah akan menyebabkan masyarakat
 membelanjakan penghasilannya untuk penyediaan makanan daripada kesehatan. Lingkungan
 pemukiman mempunyai hubungan erat pada penyebaran berbagai jenis wabah penyakit.
 Sedangan ketidakmampuan masyarakat mengkonsumsi makanan yang bergizi akan
 mengakibatkan tingkat pemenuhan gizi yang rendah.
 Berbagai persoalan yang dihadapi dalam bidang kesehatan yang memerlukan
 penanganan seksama, yaitu sebagai berikut :
 Belum meratanya pelayanan kesehatan di desa-desa pedalaman
 Masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
 (terutama yang sulit dijangkau)
 Terbatasnya sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan
 pelayanan kesehatan pada masyarakat
 Kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil
 Masih rendahnya kualitas pelayanan pada masyarakat kurang mampu
 Tempat pembuangan sampah belum memenuhi syarat-syarat kesehatan
 Kebiasaan buruk masyarakat membuang kotoran sembarangan
 Masih terdapat pemukiman penduduk yang kondisi sarana sanitasinya tidak layak
 Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit
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 4.2.4 Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Dalam proses pembangunan, aspek kependudukan merupakan hal yang paling
 mendasar. Penduduk adalah pelaku dan juga sekaligus sasaran pembangunan yang bakal
 menikmati hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, kualitas dan juga kuantitas penduduk di
 kawasan perbatasan harus mendapat perhatian dan ditingkatkan.
 Secara umum, persoalan di bidang kependudukan terkait dengan kuantitas dan kualitas
 penduduk di kawasan perbatasan masih sangat rendah. Jumlah dan kepadatan penduduk di
 kawasan perbatasan darat dan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar masih sangat minim.
 Bahkan masih banyak terdapat pulau-pulau kecil terluar yang tak berpenghuni dan atau tidak
 ditinggali penduduk.
 Namun terdapat juga pulau-pulau kecil terluar yang padat penduduknya (seperti Kota
 Batam dan Kecamatan Sebatik di Pulau Sebatik). Kondisi ini perlu diperhatikan terkait daya
 dukung pulau yang terbatas, sehingga upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu
 dilakukan.
 Pembangunan di bidang kependudukan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan
 kuantitas penduduk, yaitu untuk penyebaran penduduk ke wilayah-wilayah kosong di
 pedalaman pada kawasan perbatasan darat. Sedangkan peningkatan kualitas penduduk
 diarahkan pada kawasan perbatasan darat dan laut, melalui upaya-upaya pengendalian
 kelahiran, penurunan angka kematian, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan
 reproduksi dan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas kepada masyarakat.
 Sedangkan persoalan di bidang ketenagakerjaan, meliputi pengangguran, rendahnya
 keahlian dan keterampilan serta ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pembangunan
 di bidang ketenagakerjaan mencakup pada upaya perluasan kesempatan kerja dan
 meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan juga
 meningkatkan pendapatan masyarakat untuk perbaikan tingkat kesejahteraan.
 4.2.5 Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu sumberdaya yang
 sangat penting untuk menunjang kehidupan dan aktivitas manusia di muka bumi ini.
 Sumberdaya alam menyediakan segala sesuatu yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan
 dan keinginan manusia. Lingkungan hidup merupakan pendukung untuk berlangsungnya
 kegiatan manusia. Dalam proses pembangunan ini, sumberdaya alam dan lingkungan hidup
 harus dikelola dengan mengacu pada aspek konservasi dan pelestarian lingkungan yang bisa
 menjamin keberlanjutan sumberdaya alam.
 Berbagai persoalan yang dihadapi dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan di
 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, yaitu sebagai berikut :
 Kerusakan terumbu karang
 Pengerukan pasir-pasir pantai
 Kerusakan hutan mangrove akibat penebagangan kayu bakau
 Pencurian ikan oleh nelayan asing dan pengambilan ikan secara berlebihan
 Pencemaran perairan laut akibat pembuangan sampah dan juga tumpahan minyak dari
 kapal-kapal yang melintasi perairan di sekitar pulau-pulau kecil terluar
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 Sedangkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam bidang sumberdaya alam dan
 lingkungan di wilayah daratan (pedalaman), yaitu sebagai berikut :
 Kerusakan hutan akibat penebangan liar dan pencurian kayu (illegal logging) seperti
 marak terjadi di perbatasan Kalimantan dan Malaysia
 Terjadinya kebakaran akibat pembersihan lahan perkebunan
 Adanya lahan kritis berupa berkurangya kesuburan tanah
 Kekeringan saat kemarau dan banjir saat musim hujan
 4.2.6 Bidang Ekonomi Pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan menghadapi tantangan yang cukup
 besar yaitu adanya isu globalisasi dan perdagangan bebas yang terkait dengan isu otonomi
 daerah dan desentralisasi. Oleh karena itu, peningkatan daya saing sumberdaya lokal perlu
 dikembangkan untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat serta dalam upaya untuk
 memperoleh keunggulan untuk memperkokoh ketahanan dan kesinambungan ekonomi.
 Desentralisasi ekonomi pun harus digerakkan secara bertahap agar potensi sumberdaya
 ekonomi dapat diberdayakan menjadi kegiatan ekonomi lokal yang berkembang atas
 prakarasa, jiwa kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat.
 Secara umum, persoalan pembangunan yang terkait dengan kehidupan perekonomian
 kawasan perbatasan berada jauh di belakang kawasan-kawasan lainnya di Indonesia. Selain
 itu, kondisi perekonomian antar kawasan perbatasan sendiri juga berbeda-beda, (ada yang
 maju seperti Kota Batam) namun secara umum menunjukkan ketertinggalan. Kurang
 meratanya dan menyebarnya pelaksanaan pembangunan antar wilayah kecamatan dan desa
 (yang terpencil di pedalaman dan terpisah-pisah oleh lautan) menimbulkan kesenjangan
 penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang pada akhirnya melemahkan basis kegiatan
 ekonomi masyarakat.
 Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut:
 Rendahnya pendapatan masyarakat
 Produktivitas rendah dan tidak mampu bersaing
 Kemiskinan
 Kurangnya penanaman investasi
 Tidak terbukanya jaringan pemasaran
 Hanya berkutat pada produksi bahan mentah saja
 4.2.7 Bidang Hukum dan Pertahanan Keamanan (Hankam) Terciptanya stabilitas daerah yang kondusif dan dinamis akan mendukung kelancaran
 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, aktivitas masyarakat serta juga terkait
 mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Pembangunan hukum dan
 hankam dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum, tertib dan menghayati hak
 serta kewajibannya sebagai warga negara.
 Kondisi penegakkan hukum dan penyelenggaraan hankam perlu mendapat perhatian
 dari semua pihak, tidak saja hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat, pemerintah
 pusat dan pihak swasta sebagai stakeholder pelaksana pembangunan di kawasan perbatasan.
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 Penegakkan supremasi hukum dan penyelenggaraan hankam harus dilandaskanp ada nilai-
 nilai kebenaran, keadilan, kedaulatan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
 Permasalahan hukum dan hankam, secara garis besar adalah masih rendahnya
 kesadaran hukum yang ditandai dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-
 undangan yang berlaku. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan dan
 kepastian hukum masih cukup rendah sehingga ada sejumlah masalah yang diselesaikan di
 luar jalur hukum dengan main hakim sendiri.
 Berbagai persoalan yang dihadapi dalam bidang hukum dan hankam, yaitu sebagai
 berikut :
 Penyelundupan barang dan manusia
 Perdagangan illegal
 Pelanggaran tapal batas wilayah
 Pelanggaran lintas batas negara tanpa dilengkapi dokumen resmi
 Kurangnya sarana dan prasarana serta personil untuk menjaga kawasan perbatasan
 Kejahatan internasional seperti perompakan dan pembajakkan
 4.2.8 Bidang Kelembagaan Pemerintahan Dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, peranan
 dan keberadaan aparat pemerintah (daerah dan pusat) dituntut untuk mampu memahami
 kondisi objektif pembangunan dan aspirasi masyarakat yang terjadi di kawasan perbatasan.
 Aparat pemerintah diharapkan bisa mewujudkan harapan-harapan masyarakat akan adanya
 perubahan pada pelayanan publik yang lebih adil, profesional serta bebas dari segala praktek
 KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).
 Selain itu, masyarakat tentunya mengharapkan pula terwujudnya aparat pemerintah
 yang bisa menjadi panutan, teladan dan berwibawa dalam proses pembangunan ini. Dalam
 rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berwibawa dan profesional
 yang berorientasi pada kepentingan publik, maka pemerintah harus mampu melakukan
 perubahan mendasar secara internal dengan memperhatikan kecenderungan perubahan yang
 terjadi di masyarakat.
 Berbagai persoalan yang dihadapi dalam bidang kelembagaan pemerintahan, yaitu
 sebagai berikut :
 Belum adanya lembaga pemerintah yang secara khusus menangani kawasan
 perbatasan, baik di tingkat pusat dan daerah (kecuali di Provinsi Papua, Kalimantan
 Barat dan Kalimantan Timur)
 Terbatasnya jumlah aparat pemerintah dan sarana penunjang pemerintahan untuk
 melayani kepentingan publik
 Rendahnya pemahaman aparat pemeintah tentang kawasan perbatasan
 Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan (baik secara horisontal di
 pemerintahan daerah atau secara vertikal antara pusat dengan daerah)
 Terbatasnya kapasitas dan inisiatif dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri dengan
 negara-negara tetangga
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 BAB 5: KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KAWASAN PERBATASAN
 Sebagai wilayah yang sangat strategis dalam pembangunan suatu negara, maka
 pendekatan pembangunan untuk pengembangan wilayah di kawasan perbatasan memerlukan
 perencanaan yang khusus. Dimensi perencanaan khusus tersebut tentunya harus berpijak pada
 sisi internal dan eksternal yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di kawasan
 perbatasan. Sisi internal menyangkut pada potensi sumberdaya yang ada. Sisi eksternal
 menyangkut konstelasi geo-politik dan geo-ekonomi yang dijalankan dalam pembangunan
 negara tetangga dan juga pembangunan yang dijalankan oleh daerah-daerah yang menjadi
 tetangga daerah-daerah di kawasan perbatasan.
 Pembangunan di kawasan perbatasan harus dilakukan dengan mengutamakan
 kombinasi dan perpaduan antara pendekatan lintas wilayah dan lintas sektor untuk
 mendayagunakan potensi dan kemampuan daerah dengan berbagai alat kebijakan yang
 mendukung perkembangan wilayah. Pembangunan lintas wilayah dimaksudkan untuk
 mempercepat perwujudan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah di kawasan perbatasan
 melalui pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah tersebut.
 Hal ini bertujuan untuk meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha serta keterkaitan dan
 kerjasama ekonomi antar pelaku, antar desa dan kota, antar daerah dan antar wilayah yang
 saling menguntungkan.
 Bab ini disusun dua bagian. Bagian pertama menguraikan tentang filosofi dasar untuk
 membangun pondasi bagi kerangka pengembangan wilayah untuk kawasan perbatasan.
 Kerangka ini menjadi landasan (justifikasi) bagi RPJMN 2010 - 2014 terkait pengembangan
 wilayah untuk kawasan perbatasan. Justifikasi ini berdasar pada analisis yang berdasar pada
 karakteristik, tinjauan kebijakan, isu pengembangan wilayah dan persoalan pembangunan
 yang terdapat di kawasan perbatasan. Sedang bagian kedua memberikan lokasi untuk
 penerapan kerangka pengembangan wilayah secara sinergis di kawasan perbatasan
 berdasarkan filosofi dasar tersebut.
 5.1 Pondasi Dasar Kerangka Pengembangan Wilayah
 5.1.1 Melanjutkan Pengembangan Kutub Pertumbuhan Kerangka pengembangan wilayah dengan menerapkan konsep kutub pertumbuhan
 (growth pole) sampai saat ini masih cukup relevan dilaksanakan dalam proses pembangunan
 untuk pengembangan kawasan perbatasan. Namun tentunya akan sangat dipengaruhi oleh
 kondisi-kondisi yang terjadi pada saat kini yang jauh berbeda dari saat kondisi awal
 munculnya konsep growth pole tersebut. Contohnya ialah kondisi saat kini dicirikan dengan
 pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, transportasi dan sebagainya.
 Konsep kutub pertumbuhan mensyaratkan investasi modal lebih difokuskan langsung
 pada kegiatan produksi sektor unggulan. Adanya infrastruktur wilayah yang baik merupakan
 prasyarat penting untuk mengurangi investasi prasarana dasar. Dengan demikian
 perkembangan sektor unggulan diharapkan bisa cepat terjadi dan investasi modal yang
 ditanamkan bisa segera kembali lalu memberikan keuntungan dan efek pertumbuhan wilayah
 bagi wilayah-wilayah belakang (hinterland) yang ada di sekitar pusat kutub pertumbuhan.
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 Adanya infrastruktur wilayah yang baik dan lengkap merupakan pendukung penting
 bagi keberadaan “industri pendorong” di pusat-pusat kutub pertumbuhan. Sebab industri
 pendorong ini merupakan pijakan awal yang penting untuk tahap pembangunan selanjutnya
 dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehingga konsep kutub
 pertumbuhan ini lebih cocok diterapkan dengan tujuan pengembangan wilayah untuk skala
 makro karena ada unsur keterkaitan usaha ekonomi yang saling terikat dengan efek
 pengganda yang mempengaruhi wilayah-wilayah lainnya melalui proses tetesan (trickle down
 effect) ke bawah.
 Namun praktek di lapangan, kenyataan menunjukkan tidak terjadinya kondisi ideal
 yang diharapkan. Dampak tetesan ke bawah yang diharapkan masih belum menunjukkan hasil
 yang memuaskan. Pusat-pusat kutub pertumbuhan yang berupa “kota-kota” lebih cenderung
 menarik (backwash effect) segala sumberdaya wilayah-wilayah yang belakang (hinterland)
 ada di sekitarnya, umumnya meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Hal ini
 disebabkan pengaruh yang demikian kuat dari “kota-kota” itu berdasarkan berbagai aspek,
 utamanya kesempatan bekerja dan berusaha serta kelengkapan infrastruktur.
 Tentunya dampak negatif yang sebetulnya tidak diinginkan terjadi akan
 mempengaruhi pusat kutub pertumbuhan sendiri (growth pole) dan juga wilayah belakangnya
 (hinterland). Kota-kota di pusat pertumbuhan akan menjadi semakin padat penduduknya yang
 diikuti dengan berbagai permasalahan ekonomi (pengangguran, kemiskinan, dsb),
 permasalahan lingkungan (polusi udara dan air, sampah, dsb) serta permasalahan sosial
 (kejahatan, kecemburuan, kerusuhan, dsb). Sedang desa-desa yang merupakan wilayah
 belakang akan semakin tertinggal pembangunannya. Ketimpangan wilayah (disparitas) pun
 semakin kentara terlihat.
 Walaupun terdapat kelemahan seperti itu, bukan berarti konsep pusat pertumbuhan
 menjadi “tabu” untuk diterapkan dalam pembangunan dan pengembangan wilayah di kawasan
 perbatasan. Sebab bagaimanapun juga konsep pusat pertumbuhan masih bisa diandalkan
 sebagai penghela utama untuk menggerakkan pertumbuhan terhadap wilayah sekitarnya.
 Kelemahan yang ada bisa ditutupi oleh konsep-konsep pengembangan wilayah lainnya dalam
 tataran skala meso dan mikro. Seperti yang dituturkan Adisasmita (1987), konsep pusat
 pertumbuhan harus diperbaiki dalam beberapa hal, yaitu :
 Peningkatan keterkaitan ekonomi dan pembangunan antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruh disekitarnya.
 Pembangunan wilayah pengaruh harus seimbang antara sisi penawaran (supply side) dengan sisi permintaan (demand side).
 Pada wilayah pengaruh yang memiliki sumberdaya yang potensial dan prospek pasar yang kuat, agar dibangun proyek-proyek (investasi fisik) yang mampu menciptakan comparative adventage, marketability, dan sustainability.
 Selain investasi, pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah pengaruh juga perlu dilakukan. Hal ini untuk menjamin terimplementasikannya program pembangunan dengan baik, mulai dari pemilihan jenis program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat lokal, serta implementasi juga dapat terjamin keberhasilannya.
 Dalam proses pembangunan di Indonesia, penerapan konsep pusat kutub pertumbuhan
 untuk pengembangan wilayah diterjemahkan melalui istilah yang dikenal dengan nama
 “Kawasan Andalan”, yang sekarang ini dalam UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 dikenal
 dengan istilah “Kawasan Strategis.” Penerjemahan operasional untuk aktivitas pembangunan
 dari “Kawasan Andalan/Strategis” ini diwujudkan melalui beberapa pendekatan, yang
 diantaranya: (A) Kapet (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu), (B) Kawasan Berikat,
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 (C) Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas dan yang terbaru ini adalah (D) Kawasan
 Ekonomi Khusus (KEK).
 Penerapan konsep pusat kutub pertumbuhan di kawasan perbatasan bisa
 dipertimbangkan dengan memperhatikan keberadaan kota-kota yang ada di kawasan tersebut.
 Misalkan, Kota Batam, Kota Jayapura, Kota Atambua dan Kota Nunukan. Selain itu, kota-
 kota yang berada di sekitar dan dalam jangkauan kawasan perbatasan. Misalkan, Kota
 Pontianak, Kota Samarinda dan Kota Manado. Secara umum, kota-kota tersebut bisa
 diposisikan sebagai pusat kutub pertumbuhan atas dasar penilaian kelengkapan infrastruktur
 sehingga kegiatan industri utama bisa berjalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
 wilayah. Yang perlu dipikirkan adalah penetapan kegiatan industri utama yang sesuai dengan
 karakteristik dan potensi pada kota tersebut.
 Pengalaman Kota Batam dengan Kawasan Berikat-nya telah memperlihatkan hasil
 yang menggembirakan. Kota Batam melejit jadi suatu kota yang pertumbuhannya
 menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun. Kota Batam telah terbukti berhasil
 memposisikan diri sebagai hinterland-nya Singapura. Berbagai kegiatan ekonomi Batam,
 terutama di sektor jasa, industri dan perdagangan mempunyai keterkaitan erat dengan
 Singapura. Dalam konteks pengembangan kawasan perbatasan, maka keberadaan dan
 pengalaman Kota Batam bisa diwujudkan sebagai kota yang menjadi pusat kutub
 pertumbuhan untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Lebih
 spesifiknya lagi, berbagai aktivitas ekonomi di Batam harus bisa menyebar ke berbagai pulau-
 pulau kecil terluar di wilayah Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara
 tetangga (Singapura, Malaysia dan Vietnam).
 5.1.2 Mengisi dan Membangun Ruang-Ruang Kosong Ruang-ruang kosong yang terdapat di kawasan perbatasan dicirikan oleh masih
 rendahnya penduduk yang menghuni ruang tersebut serta belum adanya aktivitas
 pembangunan yang signifikan terhadap pengembangan wilayah. Ruang-ruang kosong di
 kawasan perbatasan darat banyak dijumpai di pedalaman perbatasan Kalimantan yang
 berhutan lebat dengan topografi berbukit-bukit serta pedalaman Papua yang bertopografi
 pegunungan. Selain itu, banyak pula ruang-ruang kosong tak berpenghuni di kawasan
 perbatasan laut yaitu di pulau-pulau kecil terluar. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan
 pada ruang-ruang kosong yang berada di kawasan perbatasan darat karena pembahasan pada
 pulau-pulau kecil terluar akan diuraikan pada bagian tersendiri.
 Stratregi pengembangan wilayah di kawasan perbatasan tentunya harus
 memperhatikan masih banyaknya “ruang-ruang kosong” tanpa penduduk dan tanpa aktivitas
 di berbagai tempat di kawasan perbatasan. Potensi ruang-ruang kosong tersebut selama ini
 masih cenderung diabaikan dalam proses pembangunan. Bahkan seringkali ada pertentangan
 pemanfaatan terkait adanya ruang-ruang kosong yang berstatus sebagai kawasan lindung
 berupa hutan lindung, taman nasional dan cagar alam. Pada prinsipnya, pemanfaatan yang
 dijalankan harus berdasar pada tujuan pengembangan wilayah yang hendak dicapai. Kawasan
 lindung bisa dimanfaatkan dengan tujuan ekologis berupa pemanfaatan jasa-jasa lingkungan
 seperti keanekaragaman hayati, ketersediaan air, udara yang bersih, penelitian dan ekowisata.
 Ada dua pendekatan strategi untuk mengisi dan membangun ruang-ruang yang kosong
 itu untuk suatu percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, yaitu :
 A. Strategi Demand Side
 Strategi ini yaitu strategi pengembangan wilayah dengan upaya peningkatan barang-
 barang dan jasa-jasa dari masyarakat setempat melalui adanya kegiatan produksi lokal. Secara
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 umum, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk setempat yang
 nantinya diharapkan akan memunculkan naiknya permintaan terhadap barang-barang non
 pertanian, seperti dari sektor industri dan jasa yang akan lebih mempercepat perkembangan
 wilayah tersebut.
 Secara praktek, Indonesia telah berpengalaman melakukan strategi ini melalui program
 “Transmigrasi.” Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu tahap pertama
 penduduk dimasukkan dalam tahap subsisten selama satu tahun, yaitu transmigran masuk
 dalam tahap subsisten dengan diberi modal lahan pekarangan dan juga Lahan Usaha 1
 (pertanian), yang diharapkan para transmigran dapat menghasilkan produksi sehingga dapat
 memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
 Selanjutnya, pada tahap kedua ketika peningkatan sistem produksi terjadi akan
 menghasilkan surplus dari hasil pertanian lahan transmigrasinya. Sehingga hal ini
 memerlukan pengembangan industri pengolahan lanjutan berupa industri pertanian skala
 kecil. Kemudian nantinya akan meningkatkan permintaan hasil pertanian sehingga pendapatan
 juga semakin bertambah yang bisa dipergunakan untuk konsumsi produk-produk non
 pertanian.
 Singkat kata, pengembangan wilayah transmigran banyak memunculkan kasus
 berdirinya kota-kota kecil setingkat kota kecamatan seperti contoh kasus di Lampung atau
 Sumatera Selatan. Banyak nama-nama dari kota-kota kecil atau juga desa-desa yang mirip
 namanya dengan nama tempat di Pulau Jawa dan Bali karena peserta program transmigrasi
 mayoritas dari dua pulau itu. Selain transmigrasi antar pulau, sebetulnya transmigrasi bisa
 dilakukan secara lokal (trans-lok). Contohnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dulu pernah
 menjalankan trans-lok untuk mengembangkan wilayah selatan seperti Garut, Ciamis,
 Sukabumi dan Tasikmalaya.
 Namun strategi ini memerlukan waktu yang lama untuk penerapannya karena
 berhubungan dengan adanya transformasi teknologi teknik dan manajemen, jaringan
 pemasaran, transformasi struktur kelembagaan dan juga transformasi sosial. Banyak kasus
 yang memberi pelajaran, saat wilayah pemukiman transmigrasi (WPT) terbengkalai karena
 para penghuninya tak kuat bertahan akibat ada konflk dengan masyarakat setempat (sengketa
 lahan, persaingan usaha, sentimen etnis). Banyak juga para peserta transmigrasi yang kembali
 ke kampung halamannya karena “pendampingan” dari pemerintah tidak optimal dan tidak
 konsisten.
 Kelebihan dari strategi demand side ini bisa berjalan optimal dan tidak mudah berubah
 oleh pengaruh dari luar wilayah tapi tentunya dengan persyaratan harus ada transformasi
 struktur kelembagaan yang kuat. Modal sosial berupa kuatnya hubungan sosial, kepercayaan
 yang melekat dan tingginya kerjasama, baik antar sesama masyarakat atau masyarakat dengan
 pemerintah akan menyebabkan lancarnya pelaksanaan program transmigrasi.
 Singkat kata, strategi demand side ini bisa cocok diterapkan di kawasan perbatasan
 yang kondisi lahannya bisa mendukung untuk aktivitas pertanian (pangan, palawija,
 perkebunan dan peternakan). Namun karena strategi ini menyangkut dengan ketersediaan
 lahan (pemukiman dan pertanian), maka yang perlu diperhatikan seksama adalah soal
 kepemilikan lahan. Karena pada umumnya, masyarakat lokal kawasan perbatasan masih
 memegang erat hak-hak ulayat terhadap sumberdaya alam dan tanah.
 Secara sosial, perlu juga diperhatikan tepatnya kebijakan yang bisa memayungi nasib
 dan kepentingan masyarakat asli setempat. Fakta menunjukkan tingkat kesejahteraan hidup
 yang berbeda antara masyarakat asli setempat dengan para pendatang (orang transmigran).
 Umumnya, para transmigran rata-rata menunjukkan keberhasilan peningkatan taraf hidupnya.
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 Sedangkan orang asli setempat rata-rata tidak memperlihatkan kenaikan taraf hidup yang
 berarti, cenderung tetap (stagnan).
 Kondisi ini harus diwaspadai karena seringkali menjadi bibit pertikaian dan
 perselisihan antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang. Penyebab utamanya
 berakar pada kesenjangan ekonomi yang memunculkan rasa iri dan cemburu. Lebih ngerinya
 lagi, pertikaian ini berlanjut dan melebar pada jenjang sentimen etnis kedaerahan atau
 kesukuan. Contohnya adalah kejadian pertikaian antara orang Suku Dayak dan Suku Madura
 di beberapa tempat pedalaman Kalimantan Barat (Sambas dan Bengkayang).
 B. Strategi Supply Side
 Strategi ini merupakan strategi pengembangan wilayah dengan upaya penanaman
 investasi modal untuk kegiatan-kegiatan produksi yang berorientasi keluar. Strategi ini
 bertujuan untuk meningkatkan jumlah pasokan dari komoditas yang diproduksi dari
 sumberdaya lokal untuk dijual atau dipasarkan ke luar wilayah (utamanya ekspor). Dengan
 kegiatan ekspor tersebut, maka diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan lokal
 setempat, yang kemudian diharapkan bisa menarik kegiatan lain untuk datang ke wilayah
 eksplorasi tersebut.
 Indonesia sampai sekarang ini masih menjalankan strategi ini, terutama dengan
 kegiatan-kegiatan eksplorasi sumberdaya alam yang berada di sektor perkebunan (kelapa
 sawit), kehutanan (HPH, HTI) dan pertambangan (tembaga, emas, nikel, minyak dan gas
 bumi. Berbagai daerah di Indonesia yang mempunyai keunggulan sumberdaya alam tertentu,
 pada umumnya lebih cenderung mengarahkan perhatian pada pendapatan yang diperoleh dari
 kegiatan eksplorasi sumberdaya alam daripada pengembangan wilayah di lokasi eksplorasi
 tersebut.
 Pendekatan supply side ini sangat bergantung pada kondisi perekonomian makro yang
 berada di luar wilayah eksplorasi tersebut. Faktor eksternal sangat memegang peranan penting
 dalam pengembangan wilayah eksplorasi, tatkala mulai berkurangnya pesanan. Namun faktor
 internal, bisa berpengaruh juga ketika pasokan sumberdaya alam makin menipis sehingga
 perlahan-lahan denyut aktivitas ekonomi di wilayah eksplorasi tersebut mulai meredup.
 Kelemahan nyata dari pendekatan ini adalah tidak terakomodasinya tenaga kerja
 setempat dalam proses aktivitas kegiatan produksi. Hal ini terbentur dengan terbatasnya
 pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal setempat. Walaupun masyarakat lokal
 setempat dilibatkan, biasanya hanya menempati posisi yang tidak memerlukan pengetahuan
 dan keterampilan tinggi. Banyaknya orang luar yang dipekerjakan, seringkali memicu
 ketidaksenangan orang-orang setempat karena mereka merasa tersisihkan dan terabaikan.
 Sehingga banyak kasus yang terjadi sehubungan dengan timbulnya kecemburuan
 sosial akibat tingkat kesejahteraan masyarakat penduduk setempat (lokal) yang jauh lebih
 rendah dibandingkan dengan masyarakat pendatang yang bekerja pada kegiatan eksplorasi
 sumberdaya alam tersebut. Contohnya, adalah konflik yang terjadi pada kawasan
 pertambangan Freeport di Papua, khususnya di Kota Tembagapura dan Timika. Pendekatan
 strategi ini sangat sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat setempat
 karena sifat eksklusifnya menjadi wilayah enclave dari wilayah sekitarnya.
 Kelebihan dari penggunaan strategi supply-side ini adalah proses pengembangan
 wilayahnya sangat cepat karena segala sesuatu serba dipasok dan dibangun cepat agar sebuah
 wilayah baru bisa segera berwujud. Tentunya selain menyiapkan kawasan eksplorasinya
 sendiri, perlu juga dibuatkan pemukiman beserta segala fasilitasnya untuk para pekerja dan
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 keluarganya. Secara fisik, penerapan strategi ini cepat terwujud dan dibangun sesuai dengan
 rencana yang telah dibuat.
 Sesungguhnya, beberapa kota di Indonesia yang telah dibangun Belanda pada
 dasarnya pernah menggunakan pendekatan supply side ini. Sebagai contoh, adalah Kota
 Sawahlunto di Sumatera Barat yang dulu dibangun Belanda karena ada batubara. Walaupun
 aktivitas penambangan batu bara telah berhenti, namun kota itu masih tetap berdiri dengan
 penduduknya yang masih tetap menjalankan aktivitas kehidupannya. Kota lainnya adalah
 Kota Bandung. Dulu Belanda, membangun Bandung terkait dengan pengembangan sektor
 perkebunan yaitu teh dan kina. Bukit-bukit di sekitar pegunungan dataran tinggi Bandung
 (utara dan selatan) dijadikan lahan perkebunan teh dan kina, yang pada saat itu menjadi
 komoditas primadona di Eropa. Secara bertahap, Bandung dibangun dan mulai dihuni oleh
 banyak penduduk dan kini berkembang menjadi kota besar.
 Untuk konteks saat ini pada kawasan perbatasan, penggunaan strategi supply-side
 masih layak dipertimbangkan. Secara lokasi, strategi ini bisa diterapkan pada lokasi-lokasi di
 kawasan perbatasan yang mempunyai sumberdaya alam yang berlimpah. Misalkan untuk
 kawasan perbatasan di Kalimantan Barat dan Timur, bisa dikembangkan kegiatan ekonomi
 berbasis perkebunan dan kehutanan. Demikian juga halnya dengan di Papua, bisa
 mengembangkan sektor pertambangan dan kehutanan.
 Namun pengembangan sektor-sektor ekonomi tersebut, tidak hanya mengandalkan
 pada penjualan bahan mentah saja. Tapi juga harus dipikirkan penjualan komoditas
 sumberdaya alam yang telah diolah dulu agar mempunyai nilai tambah yang tinggi. Dengan
 kata lain, ada kegiatan ekonomi ikutan yaitu industri pengolahan sumberdaya alam yang lebih
 banyak menyerap tenaga kerja dan juga aktivitas ekonomi lainnya. Jadi strategi ini harus
 diikuti dengan adanya pembangunan pabrik-pabrik pengolahan seperti dulu Belanda
 membangun perkebunan teh yang dilengkapi pula dengan pabrik-pabrik pengolahan teh.
 5.1.3 Menguatkan Keterkaitan Antar Wilayah Lokasi-lokasi yang berada di kawasan perbatasan letaknya menyebar dengan
 karakteristik yang beragam. Faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan lokasi-lokasi
 tertentu di kawasan perbatasan adalah keterkaitan wilayah. Tidak bisa dipungkiri sejak jaman
 dulu, telah ada interaksi wilayah antar lokasi-lokasi di kawasan perbatasan. Oleh karena itu
 penting sekali untuk mencermati keterkaitan antar wilayah di kawasan perbatasan, meliputi :
 (1) Keterkaitan desa-kota, (2) Keterkaitan antar pulau-pulau kecil, (3) Keterkaitan antar pulau
 induk dengan pulau kecil, (4) Keterkaitan wilayah utama dengan hinterland-nya, serta (5)
 Keterkaitan dengan wilayah di negara tetangga
 Keterkaitan antar wilayah ini tentunya harus mendatangkan manfaat bagi semua wilayah
 yang saling terkait. Bentuk keterkaitan ini dapat melalui pergerakan barang, jasa, bahan
 mentah, orang, infrastruktur, uang, kredit dan investasi. Penting disadari bahwa keterkaitan ini
 mempunyai peranan penting di dalam membentuk dan membangun pola, struktur serta sistem
 perwilayahan. Keterkaitan antar wilayah juga bisa mempengaruhi perkembangan suatu
 wilayah, tentunya yang diharapkan terjadi adalah perkembangan positif.
 Hampir sebagian besar kawasan perbatasan Indonesia terdiri atas wilayah yang kondisi
 pembangunannya masih tertinggal. Bila ditinjau dari keragaman geografis, maka tipe-tipe
 wilayah di kawasan perbatasan darat berupa desa-desa pedalaman yang berada di pebukitan
 dan pegunungan dengan aktivitas utama ekonomi penduduknya mayoritas berada di sektor
 pertanian dan perkebunan. Sedang tipe-tipe wilayah yang berada di kawasan perbatasan laut
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 berupa desa-desa pesisir yang kehidupan ekonomi masyarakatnya mengandalkan potensi
 sumberdaya laut dan pesisir.
 Secara umum, karakteristik wilayah pedesaan di kawasan perbatasan mempunyai jarak
 yang jauh dari kota-kota besar dengan kecenderungan mempunyai jaringan transportasi yang
 masih buruk dan jaringan komunikasi yang terbatas. Desa-desa tersebut sepenuhnya
 bergantung pada kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selain itu, ciri
 utama lainnya adalah terpencarnya penduduk yang menghuni kawasan perbatasan dengan
 tingkat kepadatan yang rendah.
 Dalam jarak tertentu, di sekitar atau di dalam kawasan perbatasan terdapat pula kota-
 kota kecil, sedang dan besar (baik yang berada di pulau kecil dan pulau besar). Kota-kota
 besar yang berada di kawasan perbatasan misalkan Batam, Sabang dan Jayapura dan kota-
 kota sedang misalnya Nunukan, Merauke dan Atambua. Sedang kota-kota kecil yang berada
 dekat dengan kawasan perbatasan misalnya Kalau, Putussibau, Sintang (Kalimantan Barat)
 dan Tanah Merah (Boven Digul). Keberadaan kota-kota kecil dan sedang di kawasan
 perbatasan mempunyai arti penting dalam konteks memperkuat keterkaitan desa dan kota.
 Arti penting kota-kota kecil dan kota-kota sedang bagi desa-desa yang ada di kawasan
 perbatasan itu adalah (1) sebagai pusat pelayanan bagi kebutuhan masyarakat pedesaan, (2)
 sebagai penghubung simpul pelayanan wilayah antara desa-desa dengan kota besar dalam
 rangka mengurangi beban migrasi desa-kota, (3) sebagai pendukung dan juga tempat
 pemasaran kegiatan pertanian atau produk lainnya dari pedesaan.
 Dengan demikian, untuk memahami perkembangan wilayah di kawasan perbatasan
 secara lebih baik, maka akan sulit dilakukan tanpa melihat perkembangan perkotaan yang
 keberadaannya paling dekat dengan desa-desa di kawasan perbatasan (baik yang berada di
 pulau kecil atau pulau induk). Selain itu memahami keterkaitan wilayah merupakan hal yang
 sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan desa-desa atau kota-kota yang ada di
 kawasan perbatasan, baik yang ada di pedalaman, pebukitan, pegunungan dan pesisir di
 pulau-pulau kecil terluar.
 Pendekatan yang bisa dijajaki untuk menguatkan keterkaitan wilayah (desa-kota dan
 antar pulau-pulau kecil dan pulau kecil dengan pulau induk) di kawasan perbatasan adalah
 melakukan proses penyebaran pembangunan melalui intervensi pemerintah. Caranya dengan
 mengembangkan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan yang
 diiringi dengan kebijakan pengembangan pedesaaan yang tepat. Dengan demikian, manfaat
 pembangunan yang diharapkan dari keterkaitan ini adalah terciptanya penyebaran (spread
 effect) yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
 Strategi yang diterapkan untuk menjalankan penguatan keterkaitan wilayah ini dapat
 diwujudkan terlebih dahulu dengan mengembangkan keterkaitan fisik dengan membangun
 berbagai infrastruktur fisik seperti jaringan transportasi darat, pelabuhan udara, dermaga laut
 dan sungai, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya, yang dapat menciptakan keterkaitan
 yang saling memperkuat dan saling mendukung di kawasan perbatasan. Tentunya keterkaitan
 fisik ini harus diiringi penciptaan kebijakan-kebijakan insentif yang mendorong keterkaitan
 sinergis tadi.
 5.1.4 Mempromosikan Pengembangan Ekonomi Lokal Salah satu bentuk ketertinggalan pembangunan wilayah di kawasan perbatasan adalah
 kondisi perekonomian daerah yang masih belum menggembirakan. Masalah tersebut ditandai
 oleh (1) pengangguran, (2) kemiskinan, (3) sempitnya lapangan kerja, (4) rendahnya
 pendapatan masyarakat, (5) rendahnya produktivitas dan (6) lemahnya jaringan pemasaran.
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 Padahal dibalik ketertinggalan ekonomi tersebut kawasan perbatasan kaya dengan
 sumberdaya alam yang bisa menjadi bekal untuk mengejar ketertinggalan.
 Pendekatan pembangunan yang patut dipertimbangkan dalam skala mikro (tingkat
 kecamatan dan desa) adalah dengan strategi pengembangan ekonomi lokal (PEL). Konsep
 PEL ini merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan sumberdaya lokal setempat yang
 melibatkan kemitraan dan kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha serta kelompok
 berbasis komunitas dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk mengembangkan ekonomi.
 Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan variasi
 peluang kerja tersedia untuk penduduk setempat, yang dimaksudkan akan memberikan
 dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, pengurangan
 rumah tangga miskin, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan jangka panjang dapat
 meningkatkan penerimaan pemerintah daerah melalui sektor pajak.
 Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan kelompok
 masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif dan bukan hanya berperan pasif saja. Setiap
 kebijakan dan keputusan publik dan sektor usaha, serta keputusan dan tindakan masyarakat,
 harus mengarah kepada pengembangan ekonomi lokal, atau sinkron dan mendukung
 kebijakan ekonomi lokal yang telah disepakati bersama dari berbagai stakeholders.
 Orientasi dari PEL ini berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru dan juga
 mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi. PEL sangat cocok diterapkan untuk kondisi
 kawasan perbatasan Indonesia yang karakteristiknya beranekaragam. PEL di kawasan
 perbatasan bertumpu pada sumberdaya lokal setempat meliputi sumberdaya manusia,
 sumberdaya lokal, kelembagaan dan juga infrastruktur fisik setempat.
 Mengembangkan ekonomi lokal di kawasan perbatasan berarti bekerja membangun
 daya saing ekonomi (economic competitiveness) suatu wilayah untuk meningkatkan
 ekonominya. Prioritas pada peningkatan daya saing ini adalah sangat penting, mengingat
 kelangsungan hidup komunitas lokal ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap
 perubahan yang cepat dan meningkatnya kompetisi pasar.
 Setiap komunitas lokal di kawasan perbatasan mempunyai kondisi potensi lokal unik
 yang dapat membantu pengembangan ekonominya. Atribut-atribut lokal ini merupakan bekal
 dasar strategi implementasi PEL agar dapat tumbuh untuk memperbaiki daya saing lokal.
 Daya saing dapat diukur dengan beberapa indikator, setidaknya ada empat kategori yang
 digunakan untuk mengukur daya saing, yaitu :
 1) Struktur ekonomi, seperti produktivitas, output, nilai tambah dan tingkat investasi
 asing atau domestik
 2) Potensi wilayah, seperti lokasi, prasarana, sumberdaya alam dan lainnya
 3) Sumberdaya manusia, seperti kualitasnya yang mendukung kegiatan ekonomi
 4) Kelembagaan, seperti konsistensi kebijakan pemerintah daerah yang pro-
 pengembangan ekonomi lokal serta budaya yang mendukung produktivitas
 5.1.5 Memandirikan Desa-Desa Variasi pendekatan pembangunan wilayah lainnya di kawasan perbatasan adalah
 memandirikan desa-desa. Pendekatan ini untuk melengkapi strategi penguatan keterkaitan
 desa dan kota serta pengembangan ekonomi lokal yang telah dibahas di bagian atas. Salah
 satu ide pendekatan untuk mewujudkan kemandirian desa adalah didasarkan pada potensi
 wilayah desa itu sendiri, dimana keterkaitan dengan perekonomian kota harus bisa
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 diminimalkan. Secara teoritis, Friedmann dan Douglass (1975), menyarankan suatu bentuk
 pendekatan “agropolitan” sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah
 perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50.000 - 150.000 orang.
 Strategi pembangunan agropolitan pada prinsipnya adalah mendorong kegiatan sektor
 pertanian sebagai kegiatan utama berikut sektor pelengkapnya (jasa, perdagangan, industri
 pengolahan) di wilayah perdesaan melalui pembangunan agropolitan (kota-kota kecil di
 lingkungan sekitar desa-desa yang berbasis pertanian) atau mikropolitan (kota menengah-
 kecil yang juga berbasis pertanian). Konsep agropolitan ini berupaya menjadikan kota-kota
 kecil bisa menjadi pusat-pusat pelayanan bagi desa-desa di sekitarnya dengan pembangunan
 infrastruktur dan fasilitas publik setingkat perkotaan.
 Desa-desa di sekitar kawasan perbatasan darat (Kalimantan, Papua dan Timor) yang
 jumlahnya mayoritas, pembangunannya bisa didekati melalui konsep agropolitan. Namun
 tidak semua desa-desa tersebut bisa begitu saja menerapkan konsep agropolitan karena harus
 disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lokasi. Sebagai contoh, agropolitan tak
 cocok untuk diterapkan pada desa-desa yang berada di sekitar atau berada di dalam kawasan
 lindung (hutan).
 Secara umum, pendekatan agropolitan untuk pengembangan kawasan perbatasan
 cukup relevan dengan kondisi dan karakteristik desa-desa yang ada di kawasan perbatasan
 karena pada umumnya sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam memang
 merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar masyarakat perdesaan di kawasan
 perbatasan. Dengan tumbuhnya kota-kota kecil menengah tersebut maka fasilitas-fasilitas
 pelayanan dasar bisa disediakan dan pasar untuk produk-produk pedesaan juga bisa
 dikembangkan. Karena itu, dalam pengembangan agropolitan sebenarnya keterkaitan dengan
 perekonomian kota tidak perlu diminimalkan.
 Keterkaitan yang sifatnya berjenjang dari desa ---> kota kecil ---> kota menengah --->
 kota besar akan lebih mendorong pertumbuhan desa. Pendekatan agropolitan menggambarkan
 bahwa pembangunan perdesaan (rural development) secara baik dapat dilakukan dengan
 mengaitkan atau menghubungkan perdesaan dengan wilayah perkotaan (urban development)
 pada tingkat lokal. Oleh karena itu pendekatan agropolitan harus sangat terkait dengan
 penerapan keterkaitan desa kota.
 Pada saat ini, penerapan konsep agropolitan telah dijalankan rintisan programnya sejak
 tahun 2002 oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Pertanian di beberapa tempat.
 Berdasarkan pengalaman tersebut, maka untuk konteks pengembangan kawasan perbatasan,
 konsep agropolitan bisa diujicobakan pada beberapa lokasi desa yang ada, misalkan di
 Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Untuk Provinsi Papua dan Nusa Tenggara
 Timur, tantangan penerapannya adalah faktor kesesuaian lahan yang kurang mendukung
 untuk pengembangan pertanian.
 5.1.6 Membangun Wilayah Pesisir di Pulau-Pulau Kecil Terluar
 Wilayah perairan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia merupakan asset
 nasional yang menuntut adanya pengaturan yang tegas guna pemanfaatan yang berkelanjutan
 dalam proses pembangunan. Luasnya perairan laut dan kompleksitas karakter wilayah pesisir
 dan pulau-pulau kecil di Indonesia, maka diperlukan adanya pemikiran tentang pendekatan
 pembangunan baik secara makro dan mikro dalam membangun wilayah laut. Upaya ini
 dilakukan untuk mengenal karakter suatu kawasan perairan secara makro berdasarkan proses
 pembentukan geologi. Selanjutnya pada setiap kelompok kawasan perairan dilihat fungsi
 pemanfaatannya meliputi aspek ekonomi, ekologi serta pertahanan dan keamanan.
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 Seperti yang diuraikan oleh Sulistiyo (2004), upaya pertama melakukan pendekatan
 secara makro merupakan untuk mengenal karakter dan perkiraan prioritas pemanfaatan yang
 dapat ditetapkan pada suatu kawasan perairan melalui pengelompokkan kawasan perairan.
 Selanjutnya ditindaklanjuti pendekatan secara mikro merupakan pengenalan untuk penetapan
 jenis dan batas-batas pemanfaatan lahan laut berdasarkan prioritas pemanfaatan di suatu
 kawasan perairan. Penekanan pendekatan mikro ini diarahkan paa peninjauan ketersediaan
 sumberdaya laut, sifat dinamika laut, kerentanan akan bencana alam, kerentanan akan konflik
 pemanfaatan ruang dan daya dukung lahan laut. Dalam pendekatan mikro, akan dikeluarkan
 juga pengenalan, perumusan dan penetapan jenis dan batas pemanfaatan lahan laut didasarkan
 pada aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya.
 Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sangat besar pada
 wilayah pesisir dan kelautan termasuk pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil dapat
 didefinisikan berdasarkan 2 kriteria utama yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk yang
 menghuninya. Sedangkan definisi pulau-pulau kecil yang sesuai dengan Kep. Menteri
 Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002
 adalah “pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km2 ,
 dengan jumlah
 penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa.”
 Di samping kriteria utama tersebut, karakteristik pulau-pulau kecil yaitu (1) secara
 ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island); (2) memiliki batas fisik yang jelas
 dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; (3) mempunyai sejumlah
 besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu
 mempengaruhi hidroklimat; (4) memiliki daerah tangkapan air (catchment area) relatif kecil
 sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut; (5) dari segi sosial,
 ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau
 induknya yang biasanya berupa pulau besar.
 Selama ini, pendekatan pembangunan kewilayahan di Indonesia cenderung bertumpu
 pada daratan (land bias) di pulau-pulau besar. Kondisi ini menimbulkan ketertinggalan
 pembangunan di pulau-pulau kecil. Selain itu, pengembangan pulau-pulau kecil di Indonesia
 terbentur pada beberapa kendala, yakni (1) posisi pulau-pulau kecil yang secara geografis
 berada jauh dan terisolir dari kegiatan perdagangan, jasa dan pemerintahan, (2) adanya
 keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, (3) tidak lengkapnya sarana dan
 prasarana dasar, terutama transportasi, listrik dan telekomunikasi, dan (4) adanya cuaca dan
 iklim jelek saat musim barat berupa ombak laut yang besar dan badai laut yang mengganggu
 aktivitas masyarakat.
 Kondisi fisik pulau-pulau kecil mempunyai ciri yang spesifik. Pada umumnya, kondisi
 fisik pulau kecil terdiri lebih dari satu ekosistem dan sangat peka terhadap perubahan yang
 terjadi. Sehingga perubahan satu ekosistem akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Dengan
 demikian, pengembangan pulau kecil perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya
 tampung lingkungan. Dahuri (1998) menyatakan bahwa dalam suatu wilayah pesisir
 khususnya di pulau-pulau kecil terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) pesisir
 dan sumberdaya alam.
 Ekosistem pesisir terdiri ekosistem yang bersifat alami dan buatan (man-made).
 Ekosistem alami terdiri dari terumbu karang (coral reefs), hutan bakau (mangrove), padang
 lamun (seagrass beds), pantai berpasir (sandy beach), pantai berbatu (rocky beach), estuaria,
 laguna dan delta. Sedangkan ekosistem buatan berupa kawasan pariwisata, budidaya dan
 pemukiman. Pada dasarnya ekosistem buatan adalah sumberdaya-sumberdaya yang dibangun
 dan dikembangkan oleh manusia.
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 Sumberdaya alam di pulau-pulau kecil terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih
 (renewable resources) dan sumberdaya alam yang tak dapat pulih (non-renewable resources).
 Sumberdaya yang dapat pulih antara lain sumberdaya ikan plankton, benthos, moluska,
 krustasea, mamalia laut, rumput laut, lamun, bakau dan terumbu karang. Sedangkan
 sumberdaya yang tak dapat pulih diantaranya minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, bauksit
 dan mineral serta bahan tambang lainnya.
 Dari segi perekonomian, hampir sebagian besar pulau kecil masih bertumpu pada
 sektor primer yaitu pertanian (tanaman pangan dan kelapa) serta perikanan. Pengelolaannya
 masih mengandalkan pada teknologi sederhana. Tapi terdapat pula pulau-pulau kecil yang
 memiliki keuntungan lokasi geografis dan potensi sumberdaya tambang, sehingga sektor
 perekonomiannya bakal ada kemungkinan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di pulau-pulau kecil pada dasarnya
 mempunyai ketergantungan dari eksternal wilayah yaitu adanya kota-kota atau wilayah
 lainnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan untuk kegiatan perdagangan dan distribusi
 hasil perekonomian masyarakat lokal setempat. Dalam hal ini, kota-kota tersebut bisa ibukota
 kabupaten atau provinsi terdekat yang berfungsi secara kewilayahan untuk pelayanan publik
 dan juga pusat perekonomian. Oleh karena itu, sarana dan prasarana transportasi yang
 memadai merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan wilayah pulau kecil.
 Pulau-pulau kecil yang ada dalam kepulauan nusantara mempunyai perbedaan yang
 khas antara wilayah Indonesia Barat (Sumatera, Jawa dan Kalimantan) dengan wilayah
 Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Timur serta Papua). Di
 wilayah Indonesia Barat, perkembangan pulau-pulau kecil sangat tergantung pada hubungan
 dan interaksi dengan pulau induknya (mainland island). Contohnya pulau-pulau kecil yang
 berada di sebelah barat Pulau Sumatera seperti Pulau Simeulue, Nias, Mentawai, Enggano dan
 sebagainya. Sedang di wilayah Indonesia Timur, hampir sebagian besar pulau-pulau kecil
 berada pada laut lepas yang jauh dari pulau induk.
 Secara umum, sumberdaya pesisir dan kelautan di pulau-pulau kecil terluar sebetulnya
 mempunyai arti penting yang besar dalam proses pembangunan, baik di tingkat lokal maupun
 nasional. Wilayah pesisir telah menjadi lokasi utama bagi kegiatan-kegiatan pembangunan,
 yang meliputi : (1) perikanan tangkap dan budidaya, (2) perhubungan laut dan alur pelayaran,
 (3) pertambangan seperti minyak, gas, timah, bijih besi, pasir dan bauksit (4) pariwisata, (5)
 perdagangan seperti pelabuhan laut dan tempat pelelangan ikan, (6) pemukiman penduduk,
 (7) jalur kabel komunikasi dan jalur pipa bawah laut, (8) kegiatan konservasi laut dan pesisir
 seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun dan sebagainya.
 Untuk implementasi pengelolaan pulau kecil dan wilayah pesisir secara terpadu,
 Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai program bernama “Minapolitan” dan juga
 telah menetapkan kebijakan mencakup 3 (tiga) aspek utama yaitu :
 1) Kebijakan tentang hak-hak atas tanah dan wilayah perairan pulau kecil. Dalam
 kebijakan ini aspek yang paling penting adalah bahwa untuk pulau-pulau kecil dan
 wilayah perairannya yang dikuasai/dimiliki/diusahakan oleh masyarakat hukum adat,
 maka kegiatan pengelolaan sepenuhnya berada di tangan masyarakat hukum adat itu
 sendiri. Oleh sebab itu, setiap kerjasama pengelolaan pulau-pulau kecil antara
 masyarakat hukum adat dengan pihak ketiga harus didasarkan kesepakatan yang saling
 menguntungkan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
 2) Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pulau Kecil. Dalam pemanfaatan ruang pulau
 faktor penting yang perlu diperhatikan di antaranya adalah : (1) tingkat kerentanan
 terhadap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ekologi, (2) Ketersediaan sarana
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 prasarana, kawasan konservasi dan endemisme flora dan fauna termasuk di dalamnya
 yang terancam punah, (3) Karakter sosial, budaya, dan kelembagaan masyarakat lokal,
 (4) Tata guna lahan dan pemintakatan (zonasi) laut, dan (5) Tingkat pengelolaan suatu
 pulau kecil harus sebanding dengan skala ekonominya agar dapat diperoleh tingkat
 efisiensi yang optimal.
 3) Kebijakan Pengelolaan Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir. Dalam pengelolaan
 pulau kecil beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah :
 (1) Keseimbangan /stabilitas lingkungan, (2) Keterpaduan kegiatan antarwilayah darat
 dan laut sebagai satu kesatuan ekosistem dan (3) Efisiensi pemanfaatan sumber daya.
 Selain itu pemerintah harus menjamin bahwa pantai dan perairan pulau-pulau kecil
 merupakan akses yang terbuka bagi masyarakat. Pengelolaan pulau-pulau kecil yang
 dilakukan oleh pihak ketiga harus memberdayakan masyarakat lokal, baik dalam
 bentuk penyertaan saham maupun kamitraan lainnya secara aktif dan memberikan
 keleluasaan aksesibilitas terhadap pulau-pulau kecil tersebut.
 Berdasarkan penjelasan diatas, untuk kepentingan percepatan pembangunan maka
 karakteristik wilayah pesisir di pulau-pulau kecil terluar kawasan perbatasan perlu mendapat
 perhatian secara seksama di dalam pengembangan wilayah. Karakteristik utama tersebut
 meliputi: (1) Tingkat hunian pemukiman dengan jumlah, kerapatan dan kepadatan penduduk
 yang sangat rendah, (2) Tingginya biaya transportasi untuk melakukan interaksi wilayah antar
 pulau dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup penduduk, (3) Rentan terhadap degradasi
 lingkungan berupa terbatasnya daya dukung dan daya tampung pulau untuk menopang
 kehidupan masyarakat, dan (4) Kapasitas sumberdaya manusia rendah sehingga banyak
 dicirikan dengan kemiskinan dan keterbelakangan.
 Kabupaten dan kota di kawasan perbatasan Indonesia masing-masing memiliki pulau-
 pulau kecil terluar dengan karakteristik wilayah pesisir yang satu sama lain berbeda. Di
 samping itu masing-masing kabupaten dan kota tersebut juga memiliki perhatian yang
 berbeda di dalam pengelolaan wilayah pesisir di pulau-pulau kecil terluar. Kenyataan saat ini
 memperlihatkan pembangunan wilayah pesisir di pulau-pulau kecil terluar (khususnya yang
 berpenduduk) masih sangat minimal.
 Dalam perspektif pembangunan wilayah, maka pengembangan kawasan pulau-pulau
 kecil harus ditempatkan sebagai bentuk pengembangan wilayah belakang (hinterland) untuk
 mendukung dan juga menyerap aktivitas kegiatan ekonomi dari wilayah yang telah atau
 sedang tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, berbagai aktivitas
 pembangunan yang dirancang untuk pengembangan pulau-pulau kecil harus ada dalam
 skenario bahwa pulau kecil berposisi sebagai pemasok bahan baku produksi ataupun
 sebaliknya pusat pertumbuhan berperan sebagai pintu gerbang pemasaran hasil produksi.
 Untuk menjalankan pengembangan wilayah untuk membangun wilayah pesisir di
 pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan, maka terdapat
 beberapa catatan penting, yaitu :
 1) Memperhatikan daya dukung pulau kecil terkait dengan kerentanan dan ambang batas
 pulau menjamin keberlanjutan kehidupan. Setiap bentuk pembangunan dan aktivitas
 kehidupan harus dilandasi perhitungan yang cermat akan kerentanan dan daya dukung
 pulau yang memadai untuk menghindari kerusakan dan penurunan kualitas
 lingkungan.
 2) Mempertimbangkan keterkaitan fungsional kewilayahan yang harus berada dalam satu
 kesatuan gugusan pulau-pulau sebagai basis pengembangan wilayah. Keberadaan
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 pulau-pulau kecil biasanya mengumpul pada satu gugusan pulau yang memiliki
 keterkaitan ekosistem, ekonomi dan sosial budaya.
 3) Menyegerakan pembangunan infrastruktur guna menunjang hubungan kewilayahan
 (interaksi spasial) antar pulau dan juga mengurangi tingginya biaya transportasi
 hubungan kewilayahan tersebut. Infrastruktur yang penting dalam hal ini adalah yang
 terkait dengan perhubungan laut dan udara.
 4) Menciptakan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi berbasis sumberdaya lokal
 dengan tujuan peningkatan surplus ekonomi. Sektor ekonomi yang digeluti utamanya
 berada pada sektor primer, yaitu perikanan tangkap. Namun bisa dilengkapi dengan
 sektor sekunder berupa perdagangan dan sektor tersier yaitu kegiatan pariwisata.
 5) Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia setempat untuk keberlanjutan
 pengembangan pulau-pulau kecil dengan berdasar pada kekayaan pengetahuan lokal
 setempat dan keunikan-keunikan norma sosial budaya setempat.
 5.1.7 Menciptakan Interaksi Positif Dengan Negara Tetangga Faktor eksternal yang menyangkut hubungan dengan negara tetangga sangat
 mempengaruhi pengembangan wilayah di kawasan perbatasan. Faktor tersebut meliputi: (1)
 Politik; kondisi perpolitikan dunia internasional, (2) Ekonomi; kondisi pasar, persaingan
 dengan wilayah lain dan kerjasama, (3) Teknologi; perkembangan teknologi (contohnya di
 bidang informasi dan komunikasi, (4) Sosial Budaya; adanya isu-isu sosial budaya yang
 mempengaruhi kehidupan masyarakat (contohnya isu gender).
 Secara historis, telah tercipta hubungan antar masyarakat di kawasan perbatasan sejak
 jaman dulu, baik karena adanya hubungan kekerabatan atau hubungan ekonomi berupa
 perdagangan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan konstelasi geo-politik dan geo-ekonomi
 negara tetangga, maka interaksi-interaksi dengan negara tetangga harus diciptakan. Tujuan
 interaksi ini adalah untuk saling mendukung, saling memperkuat dan saling menguntungkan
 kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
 Hubungan baik antar negara yang saling bertetangga mutlak diperlukan untuk
 mempererat jalinan kerjasama pembangunan dan juga mencegah timbulnya konflik. Dalam
 lingkungan pergaulan internasional saat ini, sudah bukan jamannya lagi ada negara yang
 menutup diri atau tidak mau berhubungan dengan negara tetangga atau negara lain. Sebab
 masing-masing negara akan saling membutuhkan satu sama lain dengan tujuan untuk
 mencukupi kekurangan dan kebutuhan negara tersebut.
 Dengan demikian, kepentingan berhubungan untuk bekerja sama antar negara
 hendaknya dilandasi oleh semangat saling membantu untuk pemenuhan kebutuhan hidup
 masyarakat. Indonesia harus menciptakan dan membangun interaksi dengan negara tetangga
 secara berkelanjutan dalam tataran bilateral karena secara historis dan geografis mempunyai
 hubungan yang sangat dekat dan erat di berbagai bidang kehidupan.
 Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh banyak tetangga (baik yang
 berbatasan di darat atau laut), maka Indonesia tidak bisa mengabaikan hubungan satu dengan
 lainnya. Tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi terciptanya hubungan dengan negara
 tetangga. Misalnya, faktor ekonomi (perdagangan, investasi di sektor tertentu, tenaga kerja,
 dsb), faktor pertahanan keamanan (perompakkan, pembajakan, penyelundupan, terorisme,
 dsb), faktor politik (tapal batas kedaulatan, pemberontakan, dsb), faktor lingkungan
 (kerusakan hutan, pencemaran asap, dsb).
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 Tiap negara pasti akan selalu membuat skala prioritas dalam hubungan bertetangga
 sesuai kepentingannya. Kadang hubungan bertetangga mengalami pasang surut, seperti
 ditunjukkan hubungan Indonesia - Malaysia, yang secara geografis berdekatan dan budayanya
 serumpun. Dalam perjalanan hubungan bertetangga kedua negara, tidak selalu berjalan
 harmonis karena sering timbul persoalan-persoalan yang mengganggu kestabilan hubungan
 tersebut.
 Seiring dengan proses globalisasi yang semakin meluas, termasuk dalam kawasan Asia
 Tenggara, maka terjadi pula dalam hubungan bertetangga. Berbagai persoalan yang dulu
 hanya bersifat konflik laten pada akhirnya muncul ke permukaan, misalkan konflik wilayah
 perbatasan. Jika hubungan baik kedua negara terganggu, maka akan mengganggu pula
 kerjasama yang telah terjalin, hubungan diplomatis tidak berjalan tak harmonis, terhambatnya
 perdagangan dan investasi dan sebagainya.
 Hubungan bertetangga memang gampang-gampang susah, suatu hal kecil saja dapat
 menjadi masalah besar jika tidak disikapi dengan bijak. Prinsipnya, interaksi dengan negara
 tetangga harus dijalin karena adanya saling membutuhkan satu sama lain untuk memanfaatkan
 potensi yang dimiliki masing-masing negara untuk mengembangkan kerjasama yang saling
 menguntungkan di berbagai bidang. Prioritas utama yang dikembangkan dalam hubungan
 bertetangga yang baik adalah bisa berupa kerjasama ekonomi karena adanya interaksi
 perdagangan antar masyarakat yang tinggal di masing-masing perbatasan.
 5.2 ARAHAN LOKASI UNTUK PENERAPAN KERANGKA Pada bagian 5.1 telah diuraikan pondasi dasar untuk kerangka pengembangan wilayah
 pada kawasan perbatasan. Kerangka ini menjadi landasan (justifikasi) bagi arahan kebijakan
 dan strategi serta program-program pembangunan. Justifikasi ini memusatkan pada tujuh
 kerangka kunci untuk pengembangan wilayah di kawasan perbatasan dalam RPJMN 2010-
 2014. Namun justifikasi ini perlu dilengkapi dengan adanya arahan lokasi untuk penerapan
 kerangka pengembangan wilayah di kawasan perbatasan dalam periode pembangunan selama
 lima tahun ke depan ini. Arahan lokasi ini memberikan masukan tentang kerangka
 pengembangan wilayah yang dipandang cocok untuk kawasan perbatasan tertentu.
 Setiap kerangka, punya pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan
 pengembangan wilayah yang hendak dicapai. Sehingga dalam penerapan kerangka tersebut
 harus ada variasi penerapan untuk saling menutupi kekurangan yang dipunyai masing-masing
 kerangka tersebut. Pada prinsipnya penerapan kerangka pengembangan wilayah di kawasan
 perbatasan dilakukan melalui (1) berdasarkan kombinasi secara sinergis antar berbagai
 kerangka tersebut, (2) berdasarkan interaksi yang dinamis antar berbagai kerangka tersebut,
 (3) berdasarkan karakteristik tiap lokasi dan (4) berdasarkan kebutuhan tiap lokasi.
 Lokasi untuk penerapan kerangka pengembangan wilayah di kawasan perbatasan, pada
 dasarnya merupakan wadah untuk mewujudkan berbagai jenis kerangka yang diusulkan.
 Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kriteria-kriteria yang sudah dibahas di Bab 2 pada
 bagian 2.2 tentang pengertian dan karakteristik kawasan perbatasan. Namun arahan lokasi
 untuk penerapan kerangka ini baru merupakan identifikasi awal yang perlu ditindaklanjuti
 lebih mendalam melalui penelitian lanjutan. Namun secara garis besar, arahan lokasi ini bisa
 memberikan gambaran bahwa pendekatan pembangunan untuk pengembangan kawasan
 perbatasan mempunyai pendekatan yang berbeda-beda untuk setiap wilayah. Tabel 5.1 di
 bawah ini menguraikan tentang kemungkinan penerapan kerangka pada lokasi-lokasi di
 kawasan perbatasan.
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 Tabel 5.1
 Arahan Lokasi Penerapan
 Kerangka Pengembangan Wilayah di Kawasan Perbatasan
 NO KAWASAN PERBATASAN
 (Kabupaten/Kota)
 KERANGKA
 UTAMA
 DUKUNGAN
 KERANGKA LAIN
 CONTOH
 PERWUJUDAN
 A. DARAT
 1 Provinsi Papua
 1.1 Kota Jayapura 3 4, 5, 6, 7 Pusat Pelayanan
 1.2 Merauke 2 3, 4, 5, 6, 7 Transmigrasi
 Kota pertambangan
 1.3 Boven Digoel 2 3, 4, 5, 7 Transmigrasi
 Kota pertambangan
 1.4 Peg.Bintang 2 3, 4, 5, 7 Transmigrasi
 Kota pertambangan
 NO KAWASAN PERBATASAN
 KERANGKA
 UTAMA
 DUKUNGAN
 KERANGKA LAIN
 CONTOH
 PERWUJUDAN
 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 2.1 Kupang 1 3, 4, 5, 6, 7 Pusat Pertumbuhan
 2.2 Timor Tengah Utara 4 3, 5, 7 PEL
 2.3 Belu 7 3, 4 Perdagangan
 2.4 Alor 6 3, 4, 5, 7 Minapolitan
 2.3 Rote Ndao 6 3, 4, 5 Minapolitan
 3 Provinsi Kalimantan Barat
 3.1 Sambas 4 2, 3, 5, 6, 7 PEL
 Kota perkebunan
 3.2 Bengkayang 2 3, 4, 5, 7 Transmigrasi
 Kota kehutanan
 Kota perkebunan
 3.3 Sanggau 4 2, 3, 5, 6, 7 PEL
 Kota perkebunan
 3.4 Sintang 2 3, 4, 5, 7 Transmigrasi
 Kota kehutanan
 Kota perkebunan
 3.5 Kapuas Hulu 2 3, 4, 5, 7 Transmigrasi
 Kota kehutanan
 4 Provinsi Kalimantan Timur
 4.1 Nunukan 2 3, 4, 5, 7 Transmigrasi
 Kota pertambangan
 Kota kehutanan
 Ekowisata
 4.2 Malinau 2 3, 4, 5, 7 Transmigrasi
 Kota pertambangan
 Kota kehutanan
 Ekowisata
 4.3 Kutai Barat 2 3, 4, 5, 7 Transmigrasi
 Kota pertambangan
 Kota kehutanan
 Ekowisata
 B. LAUT
 1 Provinsi Aceh
 1.1 Kota Sabang 1 3, 4, 5, 6, 7 FTZ (perdagangan)
 2 Provinsi Sumatera Utara
 2.1 Serdang Bedagai 7 6, 5 Minapolitan
 3 Provinsi Riau
 3.1 Dumai 1 3, 4, 5, 6, 7 Minapolitan
 Pertambangan
 Perdagangan
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 3.2 Bengkalis 6 3, 4, 5, 7 Minapolitan
 3.3 Rokan Hilir 6 3, 4, 5, 7 Minapolitan
 3.4 Indragiri Hilir 6 3, 4, 5, 7 Minapolitan
 3.5 Kep.Meranti 6 3, 4, 5, 7 Minapolitan
 4 Provinsi Kepulauan Riau
 4.1 Kota Batam 1 3, 4, 5, 6, 7 FTZ (perdagangan)
 4.2 Natuna 6 3, 4, 5, 7 Minapolitan
 4.3 Karimun 1 3, 4, 5, 7 FTZ (perdagangan)
 4.4 Kota Bintan 1 3, 4, 5, 7 FTZ (perdagangan)
 4.5 Kep.Anambas 6 3, 4, 5, 7 Minapolitan
 5 Provinsi Kalimantan Barat
 5.1 Sambas 6 3, 4, 5, 7 Minapolitan
 6 Provinsi Kalimantan Timur
 6.1 Nunukan 7 3, 4, 5, 6 Minapolitan
 Perdagangan
 7 Provinsi Maluku Utara
 7.1 Morotai 6 3, 4, 5 Minapolitan
 NO KAWASAN PERBATASAN
 KERANGKA
 UTAMA
 DUKUNGAN
 KERANGKA LAIN
 CONTOH
 PERWUJUDAN
 8 Provinsi Maluku
 8.1 Maluku Barat Daya 6 3, 4, 5 Minapolitan
 8.2 Maluku Tenggara Barat 6 3, 4, 5 Minapolitan
 8.3 Kepulauan Aru 6 3, 4, 5 Minapolitan
 9 Provinsi Papua
 9.1 Biak Numfor 6 3, 4, 5 Minapolitan
 9.2 Supiori 6 3, 4, 5 Minapolitan
 10 Provinsi Papua Barat
 10.1 Raja Ampat 6 3, 4, 5 Minapolitan
 11 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 11.1 Alor 6 3, 4, 5, 7 Minapolitan
 11.2 Rote Ndao 6 3, 4, 5, Minapolitan
 12 Provinsi Sulawesi Utara
 12.1 Sangihe 7 3, 4, 5, 6 Minapolitan
 Perdagangan
 12.2 Talaud 7 3, 4, 5, 6 Minapolitan
 Perdagangan Keterangan :
 1. Melanjutkan Pengembangan Kutub Pertumbuhan
 2. Mengisi dan Membangun Ruang-Ruang Kosong
 3. Menguatkan Keterkaitan Antar Wilayah
 4. Mempromosikan Pengembangan Ekonomi Lokal
 5. Memandirikan Desa-Desa
 6. Membangun Wilayah Pesisir di Pulau-Pulau Kecil Terluar
 7. Menciptakan Interaksi Positif dengan Negara Tetangga
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 BAB 6: REKOMENDASI UNTUK RPJMN II 2010 - 2014
 Pada bab ini akan diuraikan rekomendasi untuk masukan bagi perumusan RPJMN II
 2010 2014. Rekomendasi ini berupa arah kebijakan, strategis, fokus dan kegiatan prioritas,
 sasaran dan indikator kinerja. Rekomendasi ini disusun berdasarkan karakteristik dan kondisi
 umum, tinjauan RPJMN I 2004 2009, isu pengembangan wilayah dan persoalan
 pembangunan serta kerangka pengembangan wilayah.
 6.1 Arah Kebijakan Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang
 menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik itu dari faktor sumberdaya manusia, sumberdaya
 alam dan lingkungan, maupun faktor-faktor lain yang datangnya dari luar namun memberi
 pengaruh yang berarti terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan.
 Untuk mewujudkan pengembangan kawasan perbatasan yang sesuai dengan hasil-hasil
 analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka perlu disusun arah kebijakan
 yang sesuai dengan kondisi-kondisi yang dihadapi dan kemungkinan-kemungkinan
 perkembangan lebih lanjut di masa depan. Maka arah kebijakan pengembangan kawasan
 perbatasan untuk pembangunan periode 2010-2014 adalah :
 “Percepatan pengembangan kawasan perbatasan di berbagai bidang pembangunan untuk
 peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas keamanan nasional dengan
 memperhatikan pengembangan wilayah di pedalaman dan pulau-pulau kecil terluar dengan
 berpijak pada keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.”
 6.2 Strategi dan Fokus Prioritas Strategi merupakan suatu respon terhadap arah kebijakan pembangunan kawasan
 perbatasan. Strategi ini menjadi rujukan dari seluruh kebijaksanaan dan program-program
 kegiatan pembangunan yang bakal dilaksanakan oleh pemerintah. Strategi ini sifatnya
 berkelanjutan dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Strategi pengembangan kawasan
 perbatasan antara lain meliputi :
 1. Penuntasan masalah kejelasan batas wilayah kedaulatan (teritorial) dan batas yuridiksi
 dengan negara tetangga melalui penetapan batas darat dan batas laut (Batas Laut
 Teritorial, Batas Landas Kontinen, Batas Zona Tambahan maupun Batas Zona Ekonomi
 Eksklusif) berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tetangga. Strategi ini
 dijabarkan melalui fokus prioritas :
 3. penyelesaian penetapan batas wilayah teritorial
 4. penegasan batas wilayah yurisdiksi
 3. Peningkatan pertahanan dan keamanan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah
 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Strategi ini dijabarkan melalui fokus
 prioritas :
 (a) peningkatan upaya pertahanan
 (b) peningkatan upaya keamanan
 (c) penegakkan hukum
 5. Mempercepat pembangunan melalui pengembangan ekonomi lokal dengan
 diciptakannya keterkaitan pengembangan wilayah antara kota utama di kawasan
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 perbatasan (PKSN) dengan desa-desa sekitarnya dan negara tetangga. Strategi ini
 dijabarkan melalui fokus prioritas :
 (a) Pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat
 (b) Peningkatan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan
 (c) Penyediaan dan peningkatan fasilitas perekonomian
 (d) Pengembangan kesempatan kerja
 6. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung keberlanjutan percepatan
 pembangunan kawasan perbatasan. Strategi ini dijabarkan melalui fokus prioritas :
 (a) Peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi
 (b) Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi
 (c) Penyediaan dan peningkatan energi listrik
 B. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan
 publik di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga termasuk
 di pulau-pulau kecil terluar. Strategi ini dijabarkan melalui fokus prioritas :
 (a) Peningkatan pelayanan kesehatan
 (b) Peningkatan pelayanan pendidikan
 (c) Penyediaan pemukiman dan perumahan
 5. Meningkatkan pelestarian kawasan lindung untuk menunjang keberlanjutan
 pembangunan yang berwawasan lingkungan. Strategi ini dijabarkan melalui fokus
 prioritas :
 (a) Peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan hidup
 (b) Pemeliharaan lingkungan hidup
 C. Membentuk dan mengembangkan kapasitas kelembagaan pemerintahan dalam
 pengelolaan kawasan perbatasan. Strategi ini dijabarkan melalui fokus prioritas :
 (a) Penyediaan sarana penunjang pemerintahan
 (b) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
 (c) Peningkatan koordinasi dan kerjasama
 6.3 Sasaran dan Indikator Strategi pengembangan kawasan perbatasan harus dilengkapi dengan adanya sasaran
 dan indikator kinerja. Sasaran ditetapkan sebagai acuan proses yang berorientasi pada hasil
 yang ingin dicapai pada kurun waktu satu hingga lima tahun. Oleh karena itu, indikator
 disusun untuk dilaksanakan pada jangka waktu satu hingga lima tahun juga. Indikator
 merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur.
 Indikator berguna tatkala evaluasi dijalankan guna melihat atau menilai keberhasilan dan
 kegagalan pencapaian kinerja.
 Sasaran dan indikator ini dijabarkan lebih lanjut dalam matriks pada tabel 6.1. yang
 digabungkan dengan strategi dan fokus prioritas agar mudah membacanya.
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 Tabel 6.1
 Fokus dan Kegiatan Prioritas, Sasaran dan Indikator
 FOKUS & KEGIATAN
 PRIORITAS
 SASARAN INDIKATOR
 Fokus Prioritas 1.
 Penyelesaian penetapan dan
 penegasan batas wilayah
 territorial dan yurisdiksi
 Dilaksanakannya kesepakatan
 penetapan batas darat dan laut, yang
 meliputi :
 (1) 9 outstanding border problem di
 perbatasan darat RI-Malaysia
 (2) 4 segmen Batas Laut Teritorial
 (BLT) RI-Malaysia
 (3) 2 segmen BLT RI-Singapura
 (4) 3 segmen BLT RI-Timor Leste
 (5) Batas laut RI-Malaysia di Laut
 Sulawesi (Ambalat)
 (6) Batas darat di Papua, Kalimantan
 dan NTT
 Meningkatnya kemajuan
 perundingan untuk
 penyelesaian penetapan
 batas darat dan laut
 dengan Malaysia,
 Singapura dan Timor
 Leste
 Adanya upaya penegasan
 untuk revitalisasi tugu
 batas di Kalbar, Kaltim
 dan Papua
 Kegiatan Prioritas
 1.1 Peningkatan diplomasi luar
 negeri untuk menyelesaikan
 masalah penetapan dan
 penegasan batas wilayah melalui
 perjanjian bilateral
 Terselesaikannya masalah penetapan
 dan penegasan batas wilayah darat
 dan laut melalui perundingan
 perbatasan dengan negara-negara
 tetangga
 Adanya kesepakatan dan
 perjanjian melalui
 beberapa kali
 perundingan dengan
 Malaysia, Singapura dan
 Timor Leste untuk
 penyelesaian batas
 1.2 Pemetaan batas wilayah
 perbatasan darat dan laut
 Tersedianya peta wilayah
 perbatasan darat RI-Malaysia,
 RI-Papua Nugini dan RI-Timor
 Leste
 Pemetaan pulau-pulau kecil
 terluar
 Adanya jumlah produk
 peta wilayah perbatasan
 darat sebagai bahan
 informasi untuk
 perencanaan
 pembangunan kawasan
 perbatasan
 Adanya dokumentasi peta
 dasar pulau-pulau kecil
 terluar untuk dasar
 penetapan titik koordinat
 garis pangkal perbatasan
 1.3 Penetapan zoning pertahanan Revitalisasi tugu batas darat di
 Papua, Kalimantan Barat dan
 Timur dan Nusa Tenggara
 Timur (NTT)
 Pengukuran ulang titik dasar
 koordinat sebagai referensi
 batas laut dari pulau kecil
 terluar
 Adanya perbaikan,
 pemugaran dan
 penyediaan tugu tapal
 batas di kawasan
 perbatasan darat
 Adanya penetapan titik
 koordinat dari pulau kecil
 terluar sebagai titik
 referensi untuk
 penentuan batas laut
 Fokus Prioritas 2. Peningkatan upaya pertahanan
 dan keamanan serta penegakkan
 hokum
 Menegakkan seluruh peraturan
 perundang-undangan yang
 menyangkut kedaulatan negara
 dalam rangka meningkatkan
 pertahanan dan keamanan di
 kawasan perbatasan
 Berkurangnya berbagai
 pelanggaran hukum dan
 tindakan kriminal
 Menurunnya sengketa
 batas wilayah
 Kegiatan Prioritas
 2.1 Peningkatan keamanan dan
 ketertiban
 Terselenggaranya pelaksanaan
 patroli keamanan di kawasan
 perbatasan darat dan laut yang
 melibatkan partisipasi masyarakat
 Menurunnya angka
 pelanggaran hukum dan
 tindakan kriminal
 Terciptanya rasa aman di
 masyarakat
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 Adanya kerjasama antara
 masyarakat dan aparat
 dalam menjaga
 keamanan
 FOKUS & KEGIATAN
 PRIORITAS
 SASARAN INDIKATOR
 2.2 Penyediaan sarana dan
 prasarana patroli keamanan yang
 memadai untuk menjaga
 kawasan perbatasan
 Pembangunan sarana dan prasarana
 patroli keamanan
 Tersedianya sarana dan
 prasarana patroli
 keamanan meliputi pos
 polisi, pos polisi
 masyarakat (polmas),
 asrama polisi beserta
 perlengkapan penunjang
 Adanya pemberian
 insentif khusus bagi
 aparat keamanan yang
 bertugas di kawasan
 perbatasan dan pulau
 kecil terluar
 2.3 Penyediaan peralatan dan
 perlengkapan yang memadai
 untuk upaya kegiatan pertahanan
 dan keamanan
 Meningkatnya kegiatan pertahanan
 dan keamanan yang efektif dan
 efisien
 Tersedianya peralatan dan
 perlengkapan berkualitas
 dengan teknologi terbaru
 Adanya aparat keamanan
 yang mempunyai
 kemampuan baik dalam
 memelihara dan
 mengoperasikan
 peralatan dan
 perlengkapan
 2.4 Pelayanan dan penegakkan
 hokum
 Tegakknya pelaksanaan peraturan
 perundang-undangan yang
 mendukung aktivitas dan kehidupan
 masyarakat, dalam hal imigrasi,
 perdagangan, karantina dan bea
 cukai
 Meningkatnya kepercayan
 masyarakat terhadap
 hukum dan aparat
 penegak hukum
 Terciptanya aparat
 penegak hukum yang
 bersih (bebas KKN)
 2.5 Sosialisasi hukum dan
 peraturan perundangan
 Penyadaran hukum dan peraturan
 perundangan terhadap masyarakat
 terkait imigrasi, perdagangan,
 karantina dan bea cukai
 Berkurangnya
 pelanggaran hukum dan
 tindakan kriminal seperti
 pencurian ikan,
 penebangan liar,
 penyelundupan, dsb
 Masyarakat menyadari
 sanksi-sanksi hukum
 yang diterima bila
 melanggar hukum
 Menurunnya tindakan
 main hakim sendiri saat
 penyelesaian pelanggaran
 hukum
 Fokus Prioritas 3. Pengembangan ekonomi lokal
 berbasis masyarakat,
 peningkatan ekonomi daerah
 berbasis sektor unggulan serta
 penyediaan dan peningkatan
 fasilitas perekonomian serta
 pengembangan kesempatan
 kerja
 Pemberdayaan masyarakat
 kawasan perbatasan untuk
 pengembangan ekonomi lokal
 Pengembangan sektor-sektor
 unggulan untuk peningkatan
 pertumbuhan ekonomi daerah
 Peningkatan kegiatan
 perekonomian diantara desa-
 kota di kawasan perbatasan
 serta antar lintas negara
 Meningkatnya
 kesejahteraan masyarakat
 melalui sentra-sentra
 usaha ekonomi
 Meningkatnya pendapatan
 daerah dari sektor-sektor
 unggulan
 Tersedianya fasilitas
 perekonomian yang
 mendukung aktivitas
 ekonomi masyarakat
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 Kegiatan Prioritas
 3.1 Pemberdayaan masyarakat
 untuk pengembangan ekonomi
 local
 Taraf kesejahteraan ekonomi
 masyarakat meningkat melalui
 pengembangan kegiatan
 ekonomi lokal
 Peningkatan keanekaragaman
 produksi yang diinisiasi oleh
 masyarakat
 Meningkatnya
 perekonomian
 masyarakat melalui
 berbagai sentra usaha
 masyarakat berbasis
 sektor pertanian dan
 perikanan
 Bertambahnya jumlah
 berbagai produk barang-
 barang yang diproduksi
 masyarakat
 3.2 Pemanfaatan sumberdaya
 alam
 Pengolahan berbagai usaha ekonomi
 produktif berbasis sumberdaya
 lahan, kehutanan, pertambangan,
 kelautan dan perikanan
 Meningkatnya pemanfaatan
 sumberdaya alam untuk usaha
 produktif yang tetap menjaga
 kelestarian lingkungan
 FOKUS & KEGIATAN
 PRIORITAS
 SASARAN INDIKATOR
 3.3 Pengembangan kapasitas
 masyarakat
 Berkembangnya keahlian
 masyarakat dalam mengelola
 sumberdaya alam setempat untuk
 pengembangan ekonomi lokal
 Adanya tenaga kerja
 setempat yang terampil
 dan mampu mengolah
 sumberdaya alam pada
 berbagai sektor ekonomi
 tertentu
 Terserapnya tenaga kerja
 lokal setempat pada
 sektor ekonomi tertentu
 3.4 Penciptaan iklim yang
 kondusif bagi investor swasta
 Menyediakan kemudahan bagi
 investor untuk memulai dan
 mengembangkan usahanya
 Adanya peningkatan nilai
 penanaman modal
 melalui berdirinya jenis
 usaha baru
 Meningkatnya skala
 aktvitas produksi pada
 sektor ekonomi tertentu
 3.5 Pendistribusian hasil-hasil
 produksi dari berbagai kegiatan
 sektor ekonomi masyarakat
 Hasil-hasil produksi masayarakat
 dari berbagai sektor ekonomi bisa
 didistribusikan ke berbagai wilayah
 atau ke negara tetangga
 Meningkatnya sentra
 usaha masyarakat dalam
 pengolahan hasil-hasil
 pertanian, perkebunan,
 kehutanan dan kelautan
 Tersedianya pasar-pasar
 lokal skala kecamatan
 untuk melayani desa-desa
 sekitar perbatasan
 Meningkatnya jumlah
 tujuan pendistribusian
 hasil produksi
 masyarakat ke berbagai
 daerah dan juga ke
 negara tetangga
 3.6 Pengembangan pariwisata Membangun dan mengembangkan
 sektor pariwisata yang berpotensi
 untuk meningkatkan pendapatan
 daerah dan penghasilan masyarakat
 Terwujudnya kegiatan
 pariwisata alam dan
 budaya yang berkembang
 Meningkatnya jumlah
 sera kualitas berbagai
 obyek wisata
 Meningkatnya jumlah
 wisatawan nusantara dan
 mancanegara yang
 berkunjung ke berbagai
 obyek wisata
 Meningkatnya pendapatan
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 daerah dan masyaarakat
 lokal dari sektor
 pariwisata
 3.7 Peningkatan fasilitas
 perekonomian
 Pembangunan dan pengembangan
 berbagai fasilitas perekonomian
 serta penyediaan sentra usaha
 masyarakat
 Tersedianya pasar yang
 melayani kebutuhan
 aktivitas jual beli
 masyarakat
 Tersedianya lembaga
 keuangan mikro dan
 perbankan untuk
 pelayanan simpan pinjam
 Tersedianya dermaga
 nelayan
 Tersedianya tempat
 pelelangan ikan (TPI)
 Tersedianya dan
 berkembangnya fasilitas
 pemasaran sentra usaha
 masyarakat
 3.8 Pengembangan kesempatan
 kerja
 Pembangunan dan pengembangan
 industri lokal untuk menambah
 lapangan kerja bagi masyarakat
 setempat
 Menurunnya tingkat
 pengangguran
 Tersedianya lapangan
 pekerjaan yang sesuai
 dengan keahlian
 masyarakat lokal
 FOKUS & KEGIATAN
 PRIORITAS
 SASARAN INDIKATOR
 Fokus Prioritas 4. Peningkatan aksesibilitas
 melalui penyediaan infrastruktur
 transportasi, penyediaan sarana
 prasarana telekomuniksi dan
 informasi serta penyediaan dan
 peningkatan energi listrik
 Cepat berkembangnya kawasan
 perbatasan dengan peningkatan dan
 penyedian sarana dan prasarana
 yang memadai
 Meningkatnya arus
 pergerakan barang dan
 jasa dari dan menuju ke
 kawasan perbatasan
 Aktivitas masyarakat
 semakin meningkat
 dengan tersedianya
 sarana dan prasarana
 informasi serta energi
 listrik
 Kegiatan Prioritas
 4.1 Peningkatan aksesibilitas
 melalui penyediaan infrastruktur
 transportasi
 Wilayah-wilayah yang terisolasi dan
 terpencil bisa dan gampang
 dijangkau atau dikunjungi dengan
 adanya penyediaan infrastruktur
 transportasi melalui kemitraan
 swasta dan pemerintah serta peran
 serta masyarakat
 Tersedianya sarana dan
 prasarana transportasi
 (darat, laut dan udara)
 yang baik dari dan
 menuju ke kawasan
 perbatasan (eksternal dan
 internal) secara aman,
 nyaman dan murah
 Bertambahnya alternatif
 transportasi, terutama
 yang berasal dari peran
 serta masyarakat serta
 kemitraan swasta
 4.2 Penyediaan sarana prasarana
 telekomunikasi informasi
 Penyebaran dan penyampaian
 informasi dari dan menuju kawasan
 perbatasan mudah dilakukan dengan
 ketersediaan sarana prasarana
 telekomunikasi
 Tersedianya akses
 telekomunikasi (eksternal
 dan internal) sebagai
 sarana penyebaran
 informasi
 Adanya peran swasta
 dalam penyediaan
 teknologi komunikasi
 berbasis gelombang
 seluler untuk menjangkau
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 daerah terpencil
 4.3 Penyediaan dan peningkatan
 energi listrik
 Aktivitas dan kehidupan masyarakat
 bisa berkembang optimal dengan
 penyediaan dan peningkatan energi
 listrik
 Tersedianya jaringan
 listrik yang menjangkau
 ke pelosok-pelosok
 pedalaman di perbatasan
 darat
 Tersedianya energi listrik
 alternatif di wilaya
 pesisir dan pulau-pulau
 kecil terluar
 Fokus Prioritas 5. Peningkatan pelayanan
 kesehatan dan pendidikan serta
 pembangunan pemukiman
 Terciptanya aktivitas dan kehidupan
 masyarakat kawasan perbatasan
 yang dinamis melalui peningkatan
 pelayanan pendidikan dan kesehatan
 serta perumahan dan pemukiman
 Meningkatnya kualitas
 sumberdaya manusia yang
 unggul, sehat dan
 berpendidikan
 Kegiatan Prioritas
 5.1 Peningkatan pelayanan
 kesehatan
 Kondisi kesehatan masyarakat
 semakin meningkat dengan adanya
 pelayanan kesehatan yang baik
 Berkurangnya angka
 kematian
 Berkurangnya masyarakat
 yang mengalami
 kekurangan gizi
 Menurunnya wabah
 penyakit yang
 menjangkiti masyarakat
 Meningkatnya sarana dan
 prasarana kesehatan
 Meningkatnya proporsi
 tenaga kesehatan
 Adanya subsidi bagi
 masyarakat miskin
 FOKUS & KEGIATAN
 PRIORITAS
 SASARAN INDIKATOR
 5.2 Peningkatan pelayanan
 pendidikan
 Memperluas jangkauan pelayanan
 pendidikan untuk menciptakan
 sumberdaya manusia yang
 berkualitas
 Anak-anak usia sekolah
 dapat mengenyam
 pendidikan
 Terlaksananya layanan
 pendidikan bagi
 masyarakat tidak mampu
 Tersedianya sarana dan
 prasarana pendidikan
 sekolah tingkat dasar,
 menengah dan kejuruan
 yang lebih baik
 Meningkatnya proporsi
 tenaga pendidik
 Meningkatnya kualitas
 pendidikan
 Tersedianya sarana dan
 prasarana pendidikan
 keagamaan
 5.3 Pembangunan pemukiman
 melalui penyediaan perumahan
 dan infrastrukturnya
 Berkembangnya kualitas kehidupan
 masyarakat yang lebih baik dengan
 pembangunan kawasan pemukiman
 baru di wilayah pedalaman kawasan
 perbatasan darat dan penyediaan
 perumahan di pulau-pulau kecil
 terluar yang berpenghuni
 Terbangunnya kawasan
 permukiman baru (rumah
 dan infrastrukturnya
 seperti jaringan air
 bersih, listrik, jalan, dsb)
 di wilayah pedalaman
 kawasan perbatasan darat
 Tersedianya rumah dan
 infrastrukturnya (listrik,
 ari bersih, dsb) bagi
 penduduk yang
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 menghuni pulau-pulau
 kecil terluar
 Fokus Prioritas 6. Peningkatan kegiatan
 rehabilitasi dan pemeliharaan
 lingkungan hidup
 Pulihnya kondisi lingkungan hidup
 yang mengalami penurunan pada
 kawasan lindung yang telah
 mengalami kerusakan
 Menurunnya tingkat
 kerusakan lingkungan hidup
 pada kawasan lindung
 Kegiatan Prioritas
 6.1 Peningkatan kegiatan
 rehabilitasi lingkungan hidup
 Peningkatan kondisi lingkungan
 hidup yang lestari terutama pada
 kawasan lindung
 Meningkatnya kualitas
 lingkungan
 Menurunnya tindakan
 perusakan pada kawasan
 lindung
 6.2 Pemeliharaan lingkungan
 hidup
 Terwujudnya kelestarian kawasan
 lindung yang berkelanjutan
 Terjaganya kondisi
 lingkungan yang lestari
 Terjaganya kawasan
 lindung dan gugus pulau
 konservasi dari
 pemanfaatan yang tidak
 berwawasan lingkungan
 Fokus Prioritas 7. Penyediaan sarana penunjang
 pemerintahan, peningkatan
 kapasitas aparatur pemerintah
 serta peningkatan koordinasi dan
 kerjasama
 Terbentuknya kelengkapan
 kelembagaan pemerintahan kawasan
 perbatasan beserta infrastuktur
 penunjangnya
 Meningkatnya pelayanan
 pemerintahan untuk
 menunjang aktivitas dan
 kehidupan masyarakat dengan
 ketersediaan aparatur
 pemerintah yang berkualitas
 dan sarana penunjang
 yanglengkap
 Kegiatan Prioritas
 7.1 Penyediaan sarana
 penunjang pemerintahan
 Pembangunan gedung yang
 berfungsi sebagai kantor
 pemerintahan yang dilengkapi
 dengan sarana penunjangnya
 Tersedianya sarana
 perkantoran
 Tersedianya peralatan dan
 perlengkapan
 perkantoran yang
 menunjang aktivitas
 pemerintahan
 FOKUS & KEGIATAN
 PRIORITAS
 SASARAN INDIKATOR
 7.2 Peningkatan kapasitas
 aparatur pemerintah
 Pendidikan dan pelatihan apartur
 pemerintah
 Tersedianya sumberdaya
 manusia aparat
 pemerintahan yang
 inovatif, kreatif dan
 mampu memberikan
 pelayanan yang baik dan
 memuaskan kepada
 masyarakat
 Meningkatnya
 produktivitas dan
 keterampilan aparatur
 pemerintahan
 7.3 Peningkatan koordinasi dan
 kerjasama
 Meningkatkan koordinasi, kerjasama
 dan kemitraan antara pelaku-pelaku
 pembangunan
 Tersedianya data dan
 informasi mengenai
 pembangunan kawasan
 perbatasan
 Terbentuknya Badan
 Pengelola Perbatasan
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